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BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR       TAHUN 2026

TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMEDANG,

	Menimbang
	:
	a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik Pemerintah Daerah perlu mengoptimalkan tata Kelola pemerintahan yang dilaksanakan dengan baik, profesional, terarah dan berkesinambungan;
b. bahwa untuk melakasanakan tata Kelola pemerintahan yang berkualitas, transparan dan akuntabel perlu pengawasan intern;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan hurug b perlu menetapkan Keputusan Bupati Sumedang tentang Pedoman Pengawasan Intern Pemerintah.

	
	
	

	Mengingat
	:
	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang  Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta  Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

	
	
	2. Undang- undang Nomor 105 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawabarat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambagan Lembaran Negara Republik Indoonesia Nomor 2941);

	
	
	3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

	
	
	4. Peraturan   Pemerintah   Nomor   12   Tahun   2017   tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

	
	
	5. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1295);

	
	
	6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 50);

	
	
	8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
9. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 153) sebagaimanan telah diubahn dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 3); 

	
	
	10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 172 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 172);

	
	
	

	
MEMUTUSKAN:

	
	
	

	Menetapkan
	:
	PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERN 

	
	
	

	
	
	BAB 1

	
	
	KETENTUAN UMUM

	
	
	PASAL 1

	
	
	Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi keweangan daerah.
5. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang. 
7. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Sumedang.
8. Inspektur Pembantu yang selanjutnya disebut Irban adalah yang bertugas membantu Inspektur dalam mengoordinir pelaksanaan pengawasan oleh Audiotor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah.
9. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien, untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
10. Aparat Pengawasan Intern yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi Pemerintah yang mempinyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan intern terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
11. Kegiatan Penjaminan Kualitas (assurances activities) adalah kegiatan pengujian objektif terhadap bukti dengan maksud untuk memberikan penilaian yang independent atas proses tata Kelola, manajemen Risiko dan kegiatan pengendalian.
12. Audit adalah proses identifiksi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independent, obyektif dan professional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.
13. Reviu adalah penelaahan ulang bukti bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
14. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan mencapai tujuan.
15. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
16. Kegiatan Konsultansi (consulting activities) adalah kegiatan pemberian saran dan jasa lain yang dibutuhkan obyek pengawasan, yang sifat dan ruang lingkup penugasannya telah disepakati, ditujukan untuk menambah nilai dan meningkatkan proses tata Kelola organisasi, manajemen Risiko, dan kegiatan pengendalian tanpa adanya pengalihan tanggung jawab APIP.
17. Kegiatan Pengawasan Lain adalah kegiatan pengawsan selain kegiatan Penjamin Kualitas (assurance activities) dan Kegiatan Konsultansi (consulting activities).
18. Obyek Pengawasan adalah Perangkat Daerah dan unit kerja perangkat daerah, Pemerintah Desa, sekolah (satuan Pendidikan kewenangan Pemerintah Daerah), BUMD, BUMDes, kegiatan yang didanai dari APBD Kabupaten.
19. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disebut PKPT adalah rencana pengawasan tahunan yang ditetapkan oleh Bupati.
20. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristiktik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara professional, efektif dan efisien.
21. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran Pemerintah Daerah.
22. Kertas kerja pengawasan selanjutnya disebut KKP adalah awal dari aksi Langkah prosedur dan teknis pengawasan yang disusun secara sistematis yang harus dilaksanakan oleh Pengawas selama pelaksanaan pengawasan untuk mencapai tujuan pengawasan.
23. Laporan Hasil Pengawasan yang selanjutnya disebut LHP adalah media yang digunakan oleh APIP untuk mengkomunikasikan hasil audit, reviu, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan untuk mencapai tujuan pengawasan.
24. Pengaduan berkadar pengawasan adalah pengaduan terkait penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Kepala Daerah, Wakil Kepala Derah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan/atau aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
25. Auditor adalah …
26. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat PPUPD adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren.
27. Paparan / ekspose adalah memamparkan atau mengungkapkan mengenai kegaiatan pengawasan berupa presentasi atau diskusi yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang bagaimana pengawasan dilakukan, hasil yang telah dicapai dan rekomendasi untuk perbaikan.

	
	
	

	
	
	Pasal 2

	
	
	(1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman penyelenggaraan Pengawasan Intern atas penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
(2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk terciptanya penyelenggaraan Pengawasan Intern yang efektif dan efisien serta memberikan nilai tambah bagi Pemerintah Daerah sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

	
	
	

	
	
	BAB II
KEWENANGAN DAN JENIS KEGIATAN PENGAWASAN

	
	
	

	
	
	Bagian Kesatu
Kewenangan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

	
	
	Pasal 3

	
	
	(1) Inspektorat selaku APIP berwenang:
a. Melaksanakan pengawasan intern penyelenggaraan urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
b. Mendapatkan akses ke seluruh informasi, aplikasi dan basis data yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pengawasan; dan
c. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan eksternal.
(2) Kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat perintah dan kebijakan teknis pengawasan.

	
	
	

	
	
	Bagian Kedua
Jenis Kegiatan Pengawasan

	
	
	Pasal 4

	
	
	(1) Jenis Pengawasan instern terdiri atas:
a. Kegiatan Penjaminan Kualitas (Assurances Activities);
b. Kegiatan Konsultansi (Consulting Activities); dan 
c. Pengawasan Lainnya.

	
	
	(2) Kegiatan Penjamin Kualitas (Assurances Activities) sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Audit;
b. Reviu;
c. Evaluasi; dan
d. Pemantauan

	
	
	(3) Kegiatan Konsultansi (consulting activities) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
a. Sosialisasi;
b. Asistensi;
c. Pelatihan; dan
d. Bimbingan teknis

	
	
	(4) Pengawsan lainya sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
a. Pemberian keterangan ahli;
b. Telaah;
c. Lokakarya, seminar dan kegiatan edukasi lainnya;
d. Penyusunan naskah kebijakan pengawasan;
e. Penilaian; dan
f. Kegiatan pengawasan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

	
	
	

	
	
	Pasal 5

	
	
	(1) Audit sebagaiaman dimaksud dalam Psal 4 ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. Audit Kinerja; dan
b. Audit dengan tujuan tertentu.
(2) Audit Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Audit dengan sasaran ekonomis, efisiensi dan efektivitas serta ketaatan pada peraturan;
b. Post Audit dengan sasaran ekonomis, efisiensi dan efektivitas serta ketaatan pada peraturan;
c. Audit Kinerja atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran;
d. Audit Kinerja atas penerimaan, penyaluran dan penggunaan dana;
e. Audit kinerja atas pengelolaan asset dan kewajiban; dan
f. Jenis audit kinerja lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana diaksud pada yat (1) huruf b, meliputi:
a. Audit ketaatan (compliance audit);
b. Audit operasional;
c. Audit investigative (dengan atau tanpa permintaan apparat penegak hukum);
d. Audit atas tindak kecurangan / (fraud audit);
e. Audit penghitungan kerugian keuangan negara (dengan atau tanpa permintaan aparat penegak hukum);
f. Audir Kepegawian;
g. Audit atas indikasi pemborosan (waste, abuse);
h. Audit khusus terhadap adanya pengaduan Masyarakat terkait dugaan penyimpangan/ pelanggaran hukum/ peraturan;
i. Audit terhadap kasus kehilangan asset;
j. Audit atas pengelolaan asset;
k. Audit social;
l. Audit berdasarkan permintaan instansi tertentu;
m. Audit atas laporan penerimaan dan pengeluaran kas;
n. Audit probity/ probity audit;
o. Audit optimalisasi pendapatan asli daerah;
p. Audit teknologi informasi dan komunikasi Sistem Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
q. Audit dengan tujuan tertentu lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

	
	
	

	
	
	Pasal 6

	
	
	Kegiatan Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. Reviu atas laporan keuangan;
b. Reviu atas dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran;
c. Reviu atas aspek keuangan tertentu;
d. Reviu laporan kinerja dan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
e. Reviu atas SPIP dan manajemen Risiko;
f. Reviu pada proses dana alokasi khusus;
g. Rebiu kinerja pengadaan barang jasa;
h. Reviu serapan angggaran dan pengadaan barag jasa;
i. Reviu pada proses dana alokasi umum; dan
j. Reviiu lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

	
	
	

	
	
	Pasal 7

	
	
	Kegiatan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c terdiri atas:
a. Evaluasi AKIP;
b. Evaluasi pengadaan barang dan jasa;
c. Evaluasi Pemerintahan Desa;
d. Evaluasi Reformasi Birokarasi;
e. Evaluasi manajemen Risiko;
f. Evaluasi Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
g. Evaluasi dan penilaian atas efektivitas penerapan system pengendalian intern Pemerintah; dan
h. Evaluasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

	
	
	

	
	
	Pasal 8

	
	
	Kegiatan Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d terdiri dari:
a. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
b. Pemantauan penyelesaian tuntutan Ganti rugi;
c. Pemantauan realisasi penyerapan anggaran;
d. Pemantauan capaian kinerja instansi pemerintah;
e. Pemantauan rencana kegiatan dan anggaran/ rencana kegiatan dan perubahan anggaran;
f. Pemantauan pengadaan barang dan jasa;
g. Pemantauan manajemen risiko;
h. Pemantauan SPIP;
i. Pemantauan seleksi CASN; dan
j. Pemantauan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

	
	
	

	
	
	Pasal 9

	
	
	Kegiatan Konsultansi (consulting activities) sebagaimana dimkasud dalam Pasal 4 ayat (3) terdiri dari :
a. Layanan konsultansi
b. Penyuluhan/ sosialisasi;
c. Bimbingan teknis dan pelatihan;
d. Asistensi / pendampingan; dan
e. Bentuk konsultansi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


	
	
	

	
	
	Pasal 10

	
	
	Kegiatan dalam rangka pengawasan sebagaimana dimkasud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 ditetapkan dalam PKPT.

	
	
	

	
	
	

	
	
	BAB III

	
	
	TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN

	
	
	Bagian Kesatu

	
	
	Pemenuhan Syarat Pengawasan

	
	
	Pasal 11

	
	
	(1) Setiap pengawasan Intern harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Dasar pengawasan;
b. Kode etik APIP;
c. Standar Pengawasan Intern;
d. Standar Operasional Prosedur; dan
e. Kendali Mutu
(2) Dasar pengawasan intern sebagaimana dimkasud pada ayat (1) huruf a antara lain :
a. Peraturan perundang-undangan;
b. Kebijakan pengawasan yang berlaku;
c. Program kerja pengawasan tahunan yang telah ditetapkan; dan/atau
d. Kebijakan Bupati.
(3) Kode etik APIP sebagaimana dimkasud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(4) Standar pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupayi ini.
(5) Standar operasional prosedur dan kendali mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

	
	
	

	
	
	Bagian Kedua

	
	
	Perencanaan Pengawasan Intern

	
	
	Pasal 12

	
	
	(1) Inspektorat Menyusun rencana program kerja dalam bentuk rancangan PKPT;
(2) Penyusunan rancamgam PKPT sebagaimana dimkasud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Inspektorat;
(3) Rancangan PKPT sebagaimana dimkasud pada ayat (1) kemudian ditetapkan dengan Keputusan Bupati menjadi PKPT.
(4) PKPT disusun dan ditetapkan pada semester kedua tahun berjalan dan diberlakukan sebagai panduan pelaksanaan pengawasan intern untuk tahun berikutnta.
(5) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan Pengawasan Intern dari pusat semester pertama tahun berlakunya PKPT.
(6) Perubahan PKPT sebagaimana dimkasud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupayi.

	
	
	

	
	
	Pasal 13

	
	
	(1) Perubahan PKPT sebagaimana dimkasud dalam Pasal 12 ayat (^) meliputi:
a. Metode Pengawasan Intern;
b. Jenis kegiatan Pengawasan Intern;
c. Obyek Pengasaan Intern;
d. Tujuan/ sasaran Pengawasan Intern;
e. Jadwal pelaksanaan;
f. Jumlah personal dan susunan tim;
g. Anggaran;
h. Tingkat Risiko;dan
i. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan yang diterbitkan.
(2) Penyusunan rancangan PKPT sebagaiman dimkasud pada ayat (1) menggunakan metode perencanaan pengawasan berbasis Risiko untuk menentukan prioritas pengawasan intern.
(3) Penyusunan rancangan PKPT sebagaimana dimkasud pada ayat (2) didasarkan pada prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpeng tindih dan/atau audit/ pemeriksaan berulang serta memperhatikan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya pengawasan.
 Prioritas pengawasan intern sebagaimana dimkasud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

	
	
	

	
	
	Bagian Ketiga

	
	
	Hubungan Koordinasi Pengawasan Intern

	
	
	Pasal 14

	
	
	(1) Dalam rangka melaksanakan Pengawasan Intern, Inspektorat melakukan koordinasi;
(2) Tujuan koordinasi sebagaimana dimkasud pada ayat (1) untuk memastikan cakupan Pengawasan Intern yang memdai dan meminimalkan duplikasi Pengawasan Intern.
(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
a. Instansi pengawsan intern pemerintah; dan/atau
b. Instansi pengawasan ekstern pemerintah.
(4) Koordinasi sebagiamana dimkasud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan menyampaikan rencana kegiatan audit intern tahunan selama periode yang akan dilakukan pemeriksaan oleh auditor dan atau PPUPD.
(5) Koordinasi sebagiamana dimkasud pada ayat (3) huruf b dilakukan sebelum Instansi Pengawsan Ektern pemerintah memulai pelaksanaan pengawasan.

	
	
	

	
	
	Bagian Keempat

	
	
	Pelaksanaan Pengawasan Intern

	
	
	Paragraf 1

	
	
	Umum

	
	
	Pasal 15

	
	
	(1) Pelaksanaan Pengawasan Intern dilaksanakan dengan membentuk tim pelaksana pengawsan intern yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
(2) Tim pelaksana pengawasan intern harus mempunyai standar kompetensi APIP sesuai dengan jabatannya.
(3) Standar kompetensi APIP sebagaimana dimkasud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

	
	
	

	
	
	Pasal 16

	
	
	(1) Proses pelaksanaan pengawasan terdiri atas:
a. Pengembangan Informasi awal;
b. Perencanaan Pengawasan;
c. Pelaksanaan Pengawasan;
d. Komunikasi Hasil Pengawasan; dan
e. Pemantauan tindak lanjut.
(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimkasud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Penetapan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup;
b. Tanggung jawab Inspektorat dan tanggung jawab Pejabat yang berwenang pada obyek pengawasan;
c. Pentapan alokasi waktu dan sumber daya penugasan; dan
d. Penyusunan program kerja penugasan.
(3) Pengembangan informasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui telaah dan/atau penelitian awal.
(4) Perencanaan pengawsan sebagaimana dimkasud pada ayat (1) huruf b mempertimbangkan strategi dan tujuan penugasan, serta Risiko yang relevan dengan penugasan.
(5) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimkasud pada ayat (1) huruf c meliputi:
(6) Komunikasi hasil pengawasan sebagaimana dimkasud pada ayat (1) huruf d dilakukan dalam bentuk laporan tertulis;
(7) Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana pada ayat (1) huruf e dikooordinasikan oleh Sekretariat Inspektorat.

	
	
	

	
	
	Pasal 17

	
	
	(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk melakukan Pengawasan Intern, Inspektirat dapat bekerjasama dengan Pihak Lain yang mempunyai keahlian dan/atau kompetensi di bidangnya.
(2) Kerjasa sama dengan Pihak Lain sebagaimana dimkasud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian keejasama.

	
	
	

	
	
	Pasal 18

	
	
	(1) Rancangan simpulan dan rekomendasi hasil kegiatan Penjaminan Kualitas (assurance activities) dilakukan paparan/ ekspose oleh tim pelaksana pengawasan intern.
(2) Hasil kegiatan Penjaminan Kualitas (assurance activities) dilakukan paparan/ ekspose oleh tim pelaksana Pengawasan Intern.
(3) Paparan/ ekspose oleh Tim Pengawasan Intern dihadiri oleh:
a. Inspektur;
b. Irban; dan
c. Auditor/ PPUPD Madya.
(4) Hasil paparan/ ekspose dituangkan dalam berita acara hasil paparan/ ekspose internal yang di tandatangani oleh peserta yang hadiri.
(5) Berita acara paparan ekspose internal menjadi dasar pertimbangan dalam Menyusun LHP dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam dokumen LHP dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam dokumen Kertas Kerja Pengawasan tim pelaksana pengawasan intern.

	
	
	

	
	
	Pasal 19

	
	
	(1) Setelah dilaksanakan paparan/ekspose, tim pelaksana Pengawasan Intern menyampaikan konsep hasil pengawasan internal berupa simpulan dan rekomendasi untuk dimintakan tanggapan kepada penanggung jawab obyek pengawasan.
(2) Penyampaian konsep hasil Pengawasan Internal berupa simpulan dan rekomendasi untuk dimintakan tanggapan kepada penanggung jawab obyek pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada hasil audit investigatif.
(3) Tanggapan atas simpulan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada tim pelaksana Pengawasan Intern paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak konsep hasil pengawasan diterima oleh obyek pengawasan.
(4) Dalam hal tanggapan atas simpulan dan rekomendasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) obyek pengawasan menyatakan tidak sepakat, maka obyek pengawasan harus memberikan bukti dukung yang kuat atas keberatan atau ketidaksepakatan tersebut.
(5) Bukti dukung keberatan atau ketidaksepakatan yang disampaikan obyek pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan dinilai relevansinya dan diyakini keabsahannya oleh tim pelaksana Pengawasan Intern.
(6) Dalam hal bukti dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan relevan dan dapat diyakini keabsahannya maka temuan ditiadakan.
(7) Dalam hal bukti dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan tidak relevan dan tidak dapat diyakini keabsahannya, maka tim pelaksana Pengawasan Intern menolak keberatan yang disampaikan dalam bentuk komentar atas tanggapan.
(8) Bentuk komentar atas tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan secara tertulis dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam dokumen Kertas Kerja Pengawasan tim pelaksana Pengawasan Intern.
(9) Dalam hal sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) obyek pengawasan tidak memberi tanggapan maka obyek pengawasan dianggap menyetujui simpulan dan rekomendasi.

	
	
	

	
	
	Bagian Kelima

	
	
	Laporan Hasil Pengawasan Intern

	
	
	Pasal 20

	
	
	

	
	
	(1) Hasil pelaksanaan kegiatan Pengawasan Intern dibuat dalam bentuk LHP.
(2) LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia.

	
	
	

	
	
	Bagian Keenam

	
	
	Tindak Lanjut Hasil Pengawsan Intern

	
	
	Pasal 21

	
	
	(1) Dalam hal laporan hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) yang memuat rekomendasi dan/atau saran, maka penanggung jawab obyek pengawasan harus menindaklanjuti rekomendasi dan/atau saran paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak Laporan Hasil Pengawasan diterima.

(2) Dalam hal obyek Pengawasan Intern tidak melaksanakan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektorat dapat berkoordinasi dengan pihak aparat penegak hukum setelah mendapat izin dari Bupati.

(3) Tindak lanjut atas rekomendasi dan/atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemantauan oleh Inspektorat.

(4) Dalam melaksanakan pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Inspektur membentuk:
a. tim pemantauan tindak lanjut; dan
b. tim pemutakhiran data tindak lanjut.

(5) Tim pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a melaksanakan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut pada obyek pengawasan.

(6) Tim pemutakhiran data tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan pemutakhiran data tindak lanjut minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

(7) Pemutakhiran data tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan kepada Bupati.


	
	
	

	
	
	Pasal 22

	
	
	(1) Dalam hal laporan hasil pengawasan ekstern yang memuat rekomendasi dan/atau saran, maka penanggung jawab Obyek Pengawasan harus menindaklanjuti rekomendasi dan/atau saran paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak Laporan Hasil Pengawasan diterima.
(2) Dalam hal obyek pengawasan tidak melaksanakan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektorat dapat berkoordinasi dengan pihak aparat penegak hukum setelah mendapat ijin dari Bupati.
(3) Tindak lanjut atas rekomendasi dan/atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemantauan oleh Inspektorat
(4) Dalam melaksanakan pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Inspektur membentuk:
a. tim pemantauan tindak lanjut; dan
b. tim pemutakhiran data tindak lanjut.
(5) Tim pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a melaksanakan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut pada obyek pengawasan.
(6) Tim pemutakhiran data tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b melaksanakan pemutakhiran data tindak lanjut minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
(7) Pemutakhiran data tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan kepada Bupati.

	
	
	

	
	
	Bagian Ketujuh

	
	
	Dokumentasi dan Pengarsipan

	
	
	Pasal 23

	
	
	(1) Dokumentasi dan pengarsipan informasi hasil Pengawasan Intern dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
(2) Dokumentasi dan pengarsipan informasi hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam bentuk dokumen fisik dan salinan elektronik.
(3) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat direviu secara berjenjang atau dilakukan telaah sejawat (peer review) terhadap kualitas pelaksanaan Pengawasan Intern.

	
	
	

	
	
	Bagian Kedelapan

	
	
	Penyampaian Hasil Kegiatan Pengawasan Intern

	
	
	Pasal 24

	
	
	(1) Inspektorat menyampaikan kepada Bupati ikhtisar seluruh kegiatan Pengawasan Intern per semester.
(2) Inspektur menyampaikan hasil Pengawasan Intern kepada kepala Perangkat Daerah dan/atau unit kerja dalam forum gelar pengawasan daerah sekali dalam (satu) tahun.

	
	
	

	
	
	

	
	
	BAB IV

	
	
	PENGAWASAN ATAS PERMOHONAN PIHAK LAIN

	
	
	Pasal 25

	
	
	(1) Inspektorat dapat melaksanakan kegiatan pengawasan atas permohonan Pihak Lain.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
a. Surat permohonan; dan
b. Dokumen pendukung terkait.
(3) Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Internal Pemerintah Daerah; dan
b. Eksternal Pemerintah Daerah.
(4) Kegiatan pengawasan diberikan dalam bentuk:
a. Kegiatan Penjaminan Kualitas (assurances activities) dan/atau
b. Kegiatan konsultansi (consultative activities).
(5) Inspektorat dapat melaksanakan kegiatan pengawasan atas permohonan Pihak Lain sebagaimana dimkasud pada ayat (3) huruf b setelah mendapat persetujuan Bupati.
(6) Dalam hal pengawasan atas permohonan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilakukan perjanjian Kerjasama, maka tidak diperlukan persetujuan Bupati.

	
	
	

	
	
	

	
	
	BAB V

	
	
	PENANGANAN ADUAN MASYARAKAT

	
	
	Pasal 26

	
	
	(1) Inspektorat melakukan tindak lanjut atas pengaduan berkadar pengawasan sesuai dengan kewenangannya.
(2) Pengaduan berkadar pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Penyalahgunaan jabatan/ wewenang;
b. Pelanggaran administratif;
c. Korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
d. Pelanggaran disiplin pegawai.
(3) Ketentuan mengenai pengaduan berkadar pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

	
	
	

	
	
	

	
	
	Pasal 27

	
	
	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan pengempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang 



Ditetapkan di Sumedang
Pada tanggal                           2026
BUPATI SUMEDANG

Ttd

DONY AHMAD MUNIR



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR …. TAHUN 2026
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGAWAASAB UBTERN
KODE ETIK APIP

I. KODE ETIK APIP
A. Maksud dan Tujuan
Kode Etik APIP dimkasudfkan sebagai pedoman perilaku bagi aparat pengawasan dalam berhubungan dengan organisasinya, sesame apparat pengawasan pemerintah. Pihak yang diawasi, pihak lain yang terkait dan masyarakat, agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja akuntabel dan terlaksananya pengendalian pengawasan sehingga terwujud aparat pengawasan yang kredibel dengan kinerja optimal dalam pelaksanaan.
Kode etik bertujuan :
1) Mewujudkan budaya etis dalam profesi APIP serta memotivasi pengembangan profesi APIP secara berkelanjutan;
2) Mewujudkan kinerja APIP yang optimal, terpercaya, berintegritas objektif, akuntabel, transparan dan memegang teguh rahasia serta memotivasi pengembangan profesi secara berkelanjutan.
3) Melindingi para apparat pengawasan dari pengaruh pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya prinsip prinsip pengawasan dalam pelaksanaan tugasnya; dan
4) Mencegah terjadinya tingkah laku tidak etis, agar dipeuhinya prinsip prinsip kerja akuntabel dan terlaksananya pengendalian pengawasan sehingga terwujudnya apparat pengawasan yang kredibel dengan kinerja optimal dalam pelaksanaan pengawasan.

B. Objek Kode Etik
Kode etik APIP berlaku untuk apparat pengawasan yaitu :
1) Pejabat Struktural;
2) Auditor;
3) PPUPD; dan
4) ASN lainnya di lingkungan Inspektorat Daerah.
Kode etik APIP terdiri dari 2 (dua) komponen dasar yaitu prinsip perilaku dan aturan perilaku. Prinsip perilaku merupakan prinsip etika yang relevan dengan profesi dan praktek-praktek pengawasan intern. Sedangkan aturan perilaku Adalah aturan yang menyatakan norma perilaku yang diharapkan bagi/apparat Pengawasan dalam memenuhi tanggung jawab professional.

C. Kode Etik
1) Prinsip dan Aturan Perilaku
Setiap APIP wajib mematuhi prinsip perilaku sebagai berikut:
(a) Integritas, yaitu harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana dan bertanggungjawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan Keputusan yang andal. Untuk menerapkan prinsip integritas, setiap APIP berkewajiban:
1. Melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan sungguh-sungguh;
2. Menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
3. Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku;
4. Menjaga citra, mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi;
5. Tidak menjadi bagian kegiatan illegal atau mengikatkan diri pada Tindakan Tindakan yang dapat mendeskreditkan profesi APIP atau organisasi;
6. Menggalang Kerjasama yang sehat di antara sesame APIP pengawas dalam melaksanakan pengawasan:
7. Saling mengingatkan membimbing dan mengkoreksi perilaku sesame APIP;
8. Tidak menerima gratifikasi terkait dengan jabatan dalam bentuk apapun;
9. Bila gratifikasi tidak bisa dihindari, APIP wajib melaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah gratifikasi diterima atau sesuai ketentuan pelaporan gratifikasi;
(b) Objektif, yaitu harus mengunjungi tinggi ketidakberpihakan, professional dalam mengumpulka,mengevaluasi dan memproses data/ informasi obyek pengawasan serta membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil Keputusan;
Untuk menerapkan prinsip objektif, setiap APIP berkewajiban :
1. Mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya dan apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang diperiksa / obyek pengawasan. 
2. Tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan yang mungkin dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan;
3. Keikutsertaan APIP dalam suatu panitia/tim yang dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas tertentu atau pelaksanaan kegiatan/ program kerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
4. Menolak suatu pemberian dari obyej pengawasan yang terkait dengan Keputusan maupun pertimbangan professional.
(c) Kerahasiaan, yaitu memberikan perlindungan pada informasi atau data serta menjaga agar informasi tersebut hanya dapat diakses oleh pihak yang berhak; Untuk menerapkan prinsip kerahasiaan, setiap APIP berkewajiban:
1. Secara hati hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam pengawasan;
2. Tidak menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan probadi / golongan di luar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
(d) Kompetensi yaitu harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas sebagai APIP;
Untuk menerapkan prinsip kompetensi, setiap APIP berkewajiban;
1. Melaksaakan tugas pengawasan sesuai dengan standar audit;
2. Terus menerus meningkatkan Kemahiran, profesi kefektifan dan kualitas hasil pekerjaan;
3. Menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang dimiliki
(e) Akuntabel yaitu kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan atas kinerja dan tindakannya secara sendiri atau kolektif kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
(f) Perilaku professional, yaitu tindak tanduk yang merupakan ciri  mutu dan kualitas suatu profesi atau orang yang professional Dimana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Untuk menerapkan prinsip perilaku professional setiap APIP berkewajiban.
1. Tidak terlibat dalam segala aktivitas illegal atau terlibat dalam Tindakan yang menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi;
2. Tidak melaksanakan pemeriksaan ulang terhadap objek yang telah diperiksa oleh aparat pengawas internal lainnya, aparat pengawas eksternal dan/ atau BPK.
3. Tidak mengambil alih peran, tugas, fungsi dan tanggung jawab manajemen obyek pengawasan dalam melaksanakan tugas yang bersifat konsultasi.
2) Aturan perilaku dalam organisasi, hubungan sesame APIP dan APIP dengan Obyek Pengawasan 
APIP wajib menjaga perilaku dalanm berorganisasi sebagai berikut :
a. Menghindarkan diri dari kegiatan yang akan membuat kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab menjadi tidak objektif dan cacat;
b. Menanamkan rasa percaya diri yang tinggi yang bertumpu pada prinsip prinsip perilaku pengawasan;
c. Bijaksana dalam menggunakan setiap data/ informasi yang diperoleh dalam penugasan;
d. Menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak yang diperiksa dan hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang.
Sesama APIP dalam pelaksanaan tugasnya wajib :
a. Menggalang Kerjasama yang baik dengan cara;
1. Bekerjasama dalam rangka tugas kedinasan;
2. Mengkomunikasikan segala permasalahan yang timbul dalam tugas pengawasan;
3. Menghargai setiap pendapat sesame aparatur pengawas;
4. Saling percaya sesame apartur pengawas;dan
5. Menghilangkan sifat iri hati;
6. Mengendalikan diri dan atau mengendalikan emosi;
7. Toleransi sesame aparatur pengawas; dan menghormati sesame apartur peengawas;
8. Menghormati sesama aparatur pengawas.
b. Saling mengingatkan, membimbing dan mengkoreksi perilaku dengan cara;
1. Saling memberikan informasi penting mengenai pihak yang diawasi kepada APIP lain yang akan melakukan pengawasan pada objek yang sama;
2. Tidak mengatasnamakan sesame APIP untuk tujuan-tujuan tertentu;
3. Perbedaan pendapat atau pandangan tidak boleh dikemukakan dihadapan pihak yang diawasi;
4. Setiap kelemahan 
c. Memiliki rasa kebersamaan dan kekeluargaan dengan cara:
1. Saling memberikan informasi penting mengenai pihak yang diawasi kepada APIP lain yang akan melakukan pengawasan pada objek yang sama;
2. Tidak mengatasnamakan sesame APIP untuk tujuan tujuan tertentu;
3. Perbedaan pendapat atau pandangan tidak boleh dikemukakan di hadapan pihak yang diawasi;
4. Setiap kelemahan, kekurangan maupun aib sesame APIP dilarang di buka didepan orang lain dan atau pihak yang diawasi; dan
5. Tidak saling menghasut atau menghujat sesame APIP.
Dalam hubungan dengan obyek pengawasan setiap APIP wajib:
a. Menjalin interaksi yang sehat dengan cara;
1. Berperilaku secara persuasive, edukatif, menarik dan simpatik;
2. Memperlakkan sebagai mitra kerja;
3. Saling menghormati dan memahami tugas masing masing pihak.
b. Mampu menciptakan iklim kerja yang sehat dengan cara:
1. Menjaga independensi dalam pelaksanaan tugas untuk mencegah praktik nepotisme;
2. Pendalaman informasi sebatas pelaksanaan pengawasa.
3) Larangan
Dalam hubungan dengan obyek pengawasan setiap APIP dilarang:
a. Menyalahgunaan kewenangan;
b. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan keuntungan pribdai dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
c. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
d. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjasanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan negara;
e. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung maupun tidak langsung dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
f. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
g. Bertindak sewenang wenang terhadap bawahan;
h. Melalukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu Tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
i. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
j. Melakukan pengawasan di luar ruang lingkup yang ditetapkan dalam surat tugas;
k. Menggunakan data/ informasi yang sifatnya rahasia untuk kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak nama baik organisasi; dan
l. Berafiliasi dengan partai/golongan tertentu yang dapat menggangu integritas, objektivitas dan keharmonisan dalam pelaksanaan tugas.

D. Pengenaan Sanksi
1. Bentuk Sanksi
APIP yang terbukti melanggar kode etik akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sanksi pelanggaran kode etik berupa:
a. Sanksi bagi pelanggaran ringan berupa teguran tertulis;
b. Sanksi bagi pelanggaran sedang berupa tidak disertakan dalam pemeriksaan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
c. Sanksi bagi pelanggaran berat terdiri dari:
1) Diberhentikan sementara sebagai pemeriksa paling singkat (1) satu tahun; atau
2) Diberhentikan dari tim audit.
Standar operasional prosedur tata cara pengenanaan sanksi ditetapkan oleh inspektur.
2. Rekomendasi Pejabat atas Pelanggaran Kode Etik
Apabila APIP yang dilaporkan melakukan pelanggaran kode etik setelah diperiksa oleh majelis kode etik ternyata pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, direkomendasikan kepada pejabat yang berwenang untuk dikenakan penjatuhan hukuman dispilin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

E. Majelis Kode Etik
1) Dalam penegakan kode etik APIP, Inspektur membentuk majelis Kode Etik yang bersifat temprer (adhoc) yaitu hanya dibentuk apabila ada APIP yang disangka melakukan pelanggaran kode etik
2) Keanggotaan Majelis Kode Etik ditetapkan berjumlah ganjil dan paling sedikit 3(tiga) orang terdiri dari:
· 1 (satu) orang ketua rangkap anggota;
· 1 (satu) orang sekretaris rangkap anggota; dan
· 1 (satu) orang anggota.
3) Keanggotaan majelis kode etik memiki pangkat dan jabatan satu Tingkat di atas atau setara dengan yang diperiksa
4) Pembentukan majelis kode etik ditetapkan dengan Keputusan Inspektur;
5) Masa tugas tim kehormatan kode etik berakgir setelah rekomendasi hasil pemeriksaan disampaikan kepada pejabat berwenang;
6) Inspektur harus melaporkan pelanggaran kode etik APIP kepada bupati.

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUMEDANG 
NOMOR        TAHUN 
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERN

STANDAR PENGAWASAN INTERN

STANDAR ATRIBUT
(Paragaraf-paragraf berikut yang ditulis dengan huruf tebal Adalah paragraph standar, yang harus dibaca dalam kerangka penjelasan/ interpretasi yang ditulis dengan huruf biasa).
1000 - Tujuan, Kewenangan, dan Tanggung Jawab
Tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab aktivitas Pengawasan Intern harus didefinisikan secara formal dalam suatu piagam Pengawasan Intern, dan harus sesuai dengan Misi Pengawasan Intern dan unsur-unsur yang diwajibkan dalam Kerangka Praktik Profesional Pengawasan Intern Pemerintah (KP3IP). Pimpinan APIP harus mengkaji secara periodik piagam Pengawasan Intern dan menyampaikannya kepada Bupati untuk memperoleh persetujuan.
Interpretasi:
Piagam Pengawasan Intern merupakan dokumen resmi yang mendefinisikan tujuan, kewenangan dan tanggung jawab Pengawasan Intern. Piagam Pengawasan Intern menetapkan posisi Pengawasan Intern dalam organisasi, termasuk sifat hubungan pelaporan fungsional Pimpinan APIP kepada Bupati, memberikan kewenangan untuk mengakses catatan, personil, dan properti fisik yang berkaitan dengan pelaksanaan penugasan, dan mendefinisikan ruang lingkup aktivitas Pengawasan Intern. Persetujuan akhir atas piagam Pengawasan Intern berada pada Bupati setelah direviu oleh Komite Audit untuk Daerah yang telah memiliki Komite Audit.
1000.A1 - Sifat jasa asurans yang diberikan kepada organisasi harus didefinisikan dalam piagam Pengawasan Intern. Apabila jasa asurans juga diberikan kepada pihak di luar organisasi, sifat jasa asurans tersebut juga harus didefinisikan dalam Piagam Pengawasan Intern.
1000.K1 - Sifat jasa konsultansi harus didefinisikan dalam Piagam Pengawasan Intern.

1010 - Mengakui Panduan yang Diwajibkan pada Piagam Pengawasan Intern
Sifat wajib dari Acuan Dasar Kerangka Praktik Profesional Pengawasan Intern Pemerintah (KP3IP) yang meliputi Definisi, Prinsip Dasar, Standar, dan Kode Etik Pengawasan Intern harus dinyatakan dalam Piagam Pengawasan Intern. Pimpinan APIP harus mendiskusikan misi Pengawasan Intern dan unsur-unsur yang diwajibkan dalam KP3IP dengan Bupati dan Komite Audit untuk DAERAH yang telah memiliki Komite Audit.

1100 - Independensi dan Objektivitas
Aktivitas Pengawasan Intern harus independen dan auditor harus objektif dalam melaksanakan tugasnya.
Interpretasi:
Independensi adalah kondisi bebas dari situasi yang dapat mengancam kemampuan APIP untuk dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara objektif. Untuk mencapai tingkat independensi yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Pengawasan Intern, Pimpinan APIP harus memiliki akses langsung dan tak terbatas kepada Bupati.Ancaman terhadap independensi harus dikelola dari tingkat individu auditor, penugasan, fungsional, dan organisasi.
Objektivitas adalah suatu sikap mental tidak memihak yang memungkinkan auditor melaksanakan tugas sedemikian rupa sehingga mereka memiliki keyakinan terhadap hasil kerja mereka dan tanpa kompromi dalam mutu. Objektivitas mensyaratkan auditor untuk tidak mendasarkan penilaiannya terkait aktivitas pengawasan kepada penilaian pihak lain. Ancaman terhadap objektivitas harus dikelola pada tingkat individu auditor, penugasan, fungsional, dan organisasi.

1110 - Independensi APIP
Pimpinan APIP bertanggung jawab kepada Bupati atas pelaksanaan Pengawasan Intern.
Interpretasi:
Independensi APIP secara efektif dicapai ketika Pimpinan APIP dapat melaporkan langsung kepada Bupati dan memperoleh dukungan dari Bupati. Dukungan Bupati setidaknya meliputi keterlibatan dalam:
a. Persetujuan piagam pengawasan intern:
b. Persetujuan rencana pengawasan berbasis risiko:
c. Persetujuan anggaran pengawasan dan rencana sumber daya,
d. Penerimaan komunikasi dari pimpinan unit APIP atas kinerja aktivitas pengawasan:
e. Permintaan penjelasan kepada Bupati dan/atau Pimpinan Unit Organisasi, serta pimpinan APIP untuk menentukan apakah terdapat pembatasan ruang lingkup atau sumber daya yang tidak tepat.
1110.Al - kegiatan asurans harus bebas dari campur tangan dalam penentuan ruang lingkup, pelaksanaan penugasan, dan pelaporan hasilnya. Pimpinan APIP harus mengungkapkar: campur tangan yang terjadi kepada Bupati dan mendiskusikan implikasinya.

1111 - Peran Pimpinan APIP di Luar Kegiatan Pengawasan Intern
Dalam hal Pimpinan APIP memiliki atau diperkirakan memiliki peran dan/atau tanggung jawab di luar tugas dan fungsi Pengawasan Intern, harus dibuat mekanisme pengendalian untuk membatasi pelemahan independensi dan objektivitas.
Interpretasi:
Pimpinan APIP dapat diberi peran dan tanggung jawab tambahan di luar tugas dan fungsi Pengawasan Intern. Peran dan tanggung jawab ini dapat melemahkan independensi unit APIP dan /atau objektivitas auditor. Untuk menjaga independensi dan objektivitas, Bupati memastikan adanya pengendalian seperti evaluasi jalur pelaporan dan pertanggungjawaban secara periodik, serta mengembangkan mekanisme alternatif untuk mendapatkan asurans terkait peran dan tanggung jawab tambahan.

1120 - Objektivitas Auditor
Auditor harus memiliki sikap netral dan tidak bias, serta senantiasa menghindarkan diri dari kemungkinan timbulnya benturan kepentingan.
Interpretasi:
Benturan kepentingan adalah suatu situasi di mana auditor yang dalam pelaksanaan tugasnya memiliki kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan profesional. Benturan kepentingan tersebut dapat mengganggu objektivitas auditor.
Benturan kepentingan dapat muncul, meski tidak ada pelanggaran standar. Benturan kepentingan dapat menimbulkan suatu perilaku yang tidak pantas yang dapat merusak kepercayaan kepada auditor, APIP, dan profesi. Benturan kepentingan dapat mempengaruhi kemampuan individu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara objektif.

1130 - Pelemahan terhadap Independensi atau Objektivitas
Jika terjadi pelemahan terhadap independensi atau objektivitas, baik secara faktual maupun penampilan, maka pelemahan tersebut harus diungkapkan kepada Bupati dan Komite Audit untuk DAERAH yang telah memiliki Komite Audit. Bentuk pengungkapan tergantung pada pelemahan yang dihadapi.
Interpretasi:
Pelemahan terhadap independensi organisasi dan objektivitas individu dapat mencakup, namun tidak terbatas pada, benturan kepentingan personal, pembatasan ruang lingkup, pembatasan akses terhadap catatan, personil, dan properti, serta pembatasan sumber daya, seperti pendanaan.

1130.A1 - Auditor harus menolak melaksanakan penugasan asurans yang sebelumnya pernah menjadi tanggung jawabnya. Objektivitas auditor dianggap melemah apabila auditorm memberikan jasa asurans atas kegiatan yang pernah menjadi tanggung jawabnya pada tahun sebelumnya.

1130.A2 - Penugasan asurans yang dilakukan terhadap aktivitas dan/atau unit kerja yang pernah menjadi tanggung jawab Pimpinan APIP, harus diawasi oleh pihak lain di luar APIP.

1130.A3 - APIP dapat memberikan jasa asurans meskipun sebelumnya telah melaksanakan jasa konsultansi, dengar: syarat pelaksanaan kegiatan konsultansi tersebut tidak mengganggu objektivitas dan jika terdapat pelemahan objektivitas individual maka dilakukan pengaturan penugasan auditor.
1130.K1 - Auditor dapat memberikan jasa konsultansi terhadap kegiatan yang sebelumnya pernah menjadi tanggung jawabnya.
1130.K2 - Jika auditor memiliki potensi yang dapat melemahkan independensi atau objektivitas pada penugasan jasa konsultansi yang diusulkan, hal tersebut harus diungkapkan sebelum penugasan diterima.

1200 - Kecakapan dan Kecermatan Profesional
Penugasan harus dilaksanakan dengan menggunakan kecakapan dan kecermatan profesional (due professional care).

1210 - Kecakapan
Auditor harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pimpinan APIP harus memastikan bahwa setiap tim yang melaksanakan kegiatan Pengawasan Intern secara kolektif memiliki kecakapan dibutuhkan.
Interpretasi:
Kecakapan merupakan istilah yang merujuk pada gabungan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang diperlukan Auditor untuk melaksanakan tanggungjawabnya secara efektif. Hal ini meliputi pertimbangan terhadap aktivitas dan isu-isu untuk menghasilkan saran dan rekomendasi yang relevan.
Pimpinan APIP harus yakin bahwa latar belakang pendidikan, kompetensi, dan pengalaman auditor memadai untuk pekerjaan audit yang akan dilaksanakan. Auditor harus didorong untuk menambah keahlian/kecakapannya melalui perolehan sertifikasi dan kualifikasi profesi yang sesuai.

1210.Al - Dalam hal Auditor tidak memiliki kecakapan yang memadai untuk melaksanakan seluruh atau sebagian penugasan, Pimpinan APIP harus memperoleh saran dan asistensi dari pihak yang cakap.

1210.A2 - Auditor harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk mengevaluasi risiko fraud dan cara organisasi mengelola risiko tersebut. Auditor tidak diharuskan memiliki kecakapan untuk mendeteksi dan melakukan investigasi fraud, kecuali auditor yang melaksanakan penugasan investigasi.

1210.A3 - Auditor harus memiliki pengetahuan memadai mengenai Risiko dan pengendalian utama serta teknik audit berbasis teknologi informasi yang dapat digunakan untuk melaksanakan tugasnya. Auditor tidak diharuskan memiliki kecakapan melakukan audit teknologi informasi, kecuali auditor yang melaksanakan penugasan audit teknologi informasi.

1210.K1 - Dalam hal auditor tidak memiliki kecakapan untuk melaksanakan seluruh atau sebagian penugasan konsultansi, Pimpinan APIP harus menolak penugasan tersebut atau memperoleh saran dan asistensi dari pihak yang cakap.

1220 - Kecermatan Profesional (Due Professional Care)
Auditor harus menggunakan kecermatan professional dan kecakapan dalam setiap penugasan. Cermat secara profesional bukan berarti tidak akan terjadi kekeliruan dalam penarikan simpulan.

1220.A1 - Auditor harus menerapkan kecermatan profesionalnya dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
· Ruang lingkup yang diperlukan dalam mencapai tujuan penugasan asurans;
· Kompleksitas, materialitas, atau signifikansi permasalahan yang dijadikan obyek penugasan asurans:
· Kecukupan dan efektivitas proses tata kelola, pengelolaan risiko, dan pengendalian,
· Kemungkinan terjadinya kesalahan, fraud, atau ketidakpatuhan yang signifikan: dan
· Biaya penugasan asurans dibandingkan dengan potensi manfaat (value for money).

1220.A2 - Dalam menerapkan kecermatan profesional, auditor harus mempertimbangkan penggunaan teknik audit berbantuan teknologi dan teknik analisis data lainnya.

1220.A3 - Auditor harus memperhatikan risiko signifikan yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan, kelancaran operasional, atau penggunaan sumber daya. Meskipun prosedur asurans telah dilaksanakan dengan kecermatan profesional, tetap tidak menjamin seluruh risiko signifikan dapat teridentifikasi.
1220.K1 - Auditor harus menerapkan kecermatan profesional dalam melaksanakan penugasan konsultansi dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
· Kebutuhan dan harapan Obyek Pengawasan, mencakup sifat, waktu pelaksanaan, dan komunikasi hasil penugasan:
· Kompleksitas dan ruang lingkup yang diperlukan untuk mencapai tujuan penugasan, dan
· Biaya penugasan konsultansi relatif terhadap potensi manfaat (value for money).

1230 - Pengembangan Profesi Berkelanjutan
Auditor harus meningkatkan kecakapan melalui pengembangan profesi berkelanjutan.
Interpretasi:
Pengembangan profesi berkelanjutan dapat diperoleh melalui kegiatan seperti keanggotaan dan partisipasi dalam asosiasi profesi, Pendidikan dan pelatihan auditor, konferensi, seminar, kursus- kursus, program pelatihan di kantor sendiri, dan partisipasi dalam proyek penelitian yang memiliki substansi di bidang pengawasan.

1300 - Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas
Pimpinan APIP harus mengembangkan dan menjaga program penjaminan dan peningkatan kualitas yang mencakup seluruh aspek Pengawasan Intern.
Interpretasi:
Program penjaminan dan peningkatan kualitas dirancang untuk memungkinkan dilakukannya evaluasi kesesuaian pelaksanaan Pengawasan Intern terhadap Standar, dan penerapan Kode Etik oleh auditor. Program tersebut juga menilai serta mengidentifikasi peluang peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Pengawasan Intern.
Pimpinan APIP mendapatkan dukungan Bupati terhadap program penjaminan dan peningkatan kualitas.


1310 - Persyaratan Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas harus mencakup penilaian intern maupun ekstern.

1311 - Penilaian Intern
Penilaian intern harus mencakup:
· Pemantauan berkelanjutan atas kinerja Pengawasan Intern.
· Penilaian berkala dilakukan secara mandiri atau oleh pihak lain dalam organisasi yang memiliki pengetahuan memadai tentang praktik Pengawasan Intern.
Interpretasi:
Pemantauan berkelanjutan merupakan bagian tidak terpisahkan dari supervisi, reviu dan penilaian kinerja Pengawasan Intern. Pemantauan berkelanjutan dimasukkan dalam kebijakan dan praktik rutin yang digunakan untuk mengelola kegiatan Pengawasan Intern serta menggunakan proses, alat, dan informasi yang dianggap perlu dalam mengevaluasi kesesuaian terhadap Kode Etik dan Standar.
Penilaian berkala dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian terhadap Kode Etik dan Standar.
Pengetahuan memadai tentang praktik Pengawasan Intern mensyaratkan paling tidak adanya pemahaman menyeluruh atas seluruh elemen KP3IP.

1312 - Penilaian Ekstern
Penilaian ekstern harus dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun oleh penilai atau tim penilai yang memiliki kualifikasi memadai dan independen yang berasal dari luar organisasi. Pimpinan APIP harus menginformasikan kepada atau mendiskusikan dengan Bupati mengenai:
· Bentuk, isi dan frekuensi penilaian ekstern, dan
· Kualifikasi dan independensi tim atau penilai ekstern, termasuk kemungkinan terjadinya benturan kepentingan.
Interpretasi:
Penilaian ekstern dapat dilakukan sepenuhnya oleh penilai ekstern atau dilakukan secara mandiri dengan validasi oleh penilai ekstern yang independen. Penilai ekstern harus memberikan kesimpulan mengenai kesuaian dengan Kode Etik dan Standar. Selain itu, penilai ekstern juga dapat memberikan masukan terkait aspek operasional atau strategis Pengawasan Intern.
Penilai atau tim penilai yang memenuhi syarat memiliki kompetensi dalam praktik profesional Pengawasan Intern dan proses penilaian ekstern. Kompetensi dapat dibuktikan melalui gabungan dari pengalaman dan pemahaman teori. Dalam hal terdapat anggota tim yang tidak memiliki kompetensi yang dibutuhkan, setidaknya tim secara kolektif harus memiliki kompetensi yang disyaratkan. Pimpinan APIP menggunakan pertimbangan profesionalnya ketika mengevaluasi, apakah seorang penilai/tim penilai memiliki kompetensi yang cukup untuk dapat disebut memenuhi syarat.
Penilai atau tim penilai yang independen artinya, baik secara faktual maupun penampilan, tidak memiliki benturan kepentingan dan tidak menjadi bagian dari atau di bawah pengendalian APIP yang dinilai. Pimpinan APIP mendorong pengawasan Bupati dalam penilaian ekstern untuk mengurangi benturan kepentingan yang telah atau berpotensi terjadi.


1320 - Pelaporan Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas
Pimpinan APIP melaporkan program penjaminan dan peningkatan kualitas kepada Bupati. Pelaporan mencakup:
- Ruang lingkup dan frekuensi, baik atas penilaian intern dan ekstern,
- Kualifikasi dan independensi penilai atau tim penilai, termasuk potensi benturan kepentingan
- Kesimpulan penilai atau tim penilai dan - Rencana tindak perbaikan.
Interpretasi:
Bentuk, isi dan frekuensi komunikasi hasil Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas ditetapkan oleh Pimpinan APIP dengan mempertimbangkan tanggung jawab Pengawasan Intern dan Pimpinan APIP sebagaimana tercantum pada Piagam Pengawasan Intern. Untuk menunjukkan kesesuaian terhadap Kode Etik dan Standar, hasil penilaian intern dan ekstern dikomunikasikan setelah penugasan, serta hasil pemantauan berkelanjutan dikomunikasikan paling tidak setahun sekali.

1321 - Pernyataan “Pengawasan Intern telah dilaksanakan sesuai Standar
Audit Intern Pemerintah Indonesia” Pernyataan bahwa “Pengawasan Intern telah dilaksanakan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia”, dapat diungkapkan jika didukung dengan hasil program penjaminan dan peningkatan kualitas.
Interpretasi:
Pengawasan Intern telah sesuai dengan Kode Etik dan Standar, apabila simpulan penjaminan dan peningkatan kualitas sesuai dengan Kode Etik dan Standar.

1322 - Pengungkapan Ketidaksesuaian
Dalam hal terdapat ketidaksesuaian terhadap Kode Etik dan Standar yang mempengaruhi kegiatan Pengawasan Intern secara keseluruhan, Pimpinan APIP harus mengungkapkan ketidaksesuaian tersebut dan dampaknya kepada Bupati.


STANDAR KINERJA
(Paragraf-paragraf berikut yang ditulis dengan huruf tebal adalah paragraf standar, yang harus dibaca dalam kerangka penjelasan/interpretasi yang ditulis dengan huruf biasa)

2000 - Pengelolaan Pengawasan Intern
Pimpinan APIP harus mengelola kegiatan Pengawasan Intern secara efektif untuk memastikan Pengawasan Intern memberikan nilai tambah bagi organisasi.
Interpretasi:
Pengawasan Intern dikelola secara efektif ketika:
a. Pengawasan Intern mencapai tujuan dan tanggung jawab yang tercantum dalam piagam Pengawasan Intern (audit charter);
b. Pengawasan Intern sesuai dengan Standar;
c. Seluruh individu yang melakukan Pengawasan Intern mematuhi Kode Etik dan Standar: dan
d. Mempertimbangkan isu-isu terkini dan permasalahan-permasalahan yang dapat memengaruhi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.


Pengawasan Intern memberikan nilai tambah bagi organisasi dan pemangku kepentingan apabila mempertimbangkan strategi, tujuan dan risiko, memberikan kontribusi terhadap peningkatan proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern; dan secara objektif memberikan asurans.

2010 - Perencanaan
Pimpinan APIP harus menyusun perencanaan Pengawasan Intern berbasis risiko untuk menetapkan prioritas Pengawasan Intern sesuai dengan tujuan organisasi.
Interpretasi:
Dalam menyusun perencanaan berbasis risiko, Pimpinan APIP berkonsultansi kepada Bupati dan Pimpinan Unit Organisasi untuk memperoleh pemahaman strategi, tujuan, risiko, dan proses manajemen risiko organisasi. Pimpinan APIP harus mereviu dan menyesuaikan perencanaan untuk merespon perubahan proses bisnis, risiko, program, sistem, dan pengendalian organisasi.

2010.A1 - Perencanaan Pengawasan Intern harus didasarkan pada penilaian risiko yang terdokumentasi termasuk risiko kecurangan (fraud), yang dilakukan sekurang-kurangnya setahun sekali dan memperhatikan masukan Bupati dan Pimpinan Unit Organisasi.

2010.A2 - Pimpinan APIP harus mengidentifikasi dan mempertimbangkan harapan Bupati dan Pimpinan Unit Organisasi dan pemangku kepentingan lain dalam memberikan opini atau kesimpulan lainnya.

2010.K1 - Pimpinan APIP harus mempertimbangkan untuk menerima permintaan konsultansi yang berpotensi meningkatkan nilai tambah bagi organisasi. Penerimaan permintaan konsultansi harus dicantumkan dalam perencanaan Pengawasan Intern.

2020 - Komunikasi dan Persetujuan
Pimpinan APIP harus mengomunikasikan perencanaan Pengawasan Intern dan kebutuhan sumber daya, termasuk perubahan interim yang signifikan, kepada Bupati untuk memperoleh persetujuan. Apabila ada keterbatasan sumber daya, Pimpinan APIP mengomunikasikan dampaknya kepada Bupati.

2030 - Pengelolaan Sumber Daya
Pimpinan APIP harus memastikan bahwa sumber daya Pengawasan Intern memadai, cukup, dan dialokasikan secara efektif untuk mencapai sasaran perencanaan Pengawasan Intern.
Interpretasi:
Yang dimaksud dengan memadai adalah memadai secara kolektif dalam hal pengetahuan, kecakapan, dan kompetensi lain yang diperlukan untuk melaksanakan perencanaan Pengawasan Intern. Yang dimaksud dengan cukup adalah mencakup kuantitas sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan perencanaan Pengawasan Intern. Sumber daya dialokasikan secara efektif apabila digunakan dengan cara yang dapat mengoptimalkan pencapaian sasaran perencanaan Pengawasan Intern.


2040 - Kebijakan dan Prosedur
Pimpinan APIP harus menyusun kebijakan dan prosedur Pengawasan Intern.
Interpretasi:
Bentuk serta isi kebijakan dan prosedur tergantung pada ukuran, struktur, dan kompleksitas Pengawasan Intern. Kebijakan dan prosedur direviu berkala untuk memastikan efektivitasnya.

2050 - Koordinasi
Pimpinan APIP harus berbagi informasi, melakukan koordinasi, dan mempertimbangkan kegiatan asurans dan konsultansi dari pihak ekstern dan pihak intern lainnya untuk memastikan cakupan pengawasan yang memadai dan meminimalkan duplikasi pengawasan.
Interpretasi:
Pimpinan APIP harus menetapkan proses pemanfaatan hasil asurans dan konsultansi pihak ekstern dan pihak intern lainnya dengan mempertimbangkan kompetensi, objektivitas, dan kecermatan profesional pihak lain. Pimpinan APIP juga harus memahami lingkup, tujuan dan hasil asurans dan konsultansi pihak lain. Pimpinan APIP bertanggungjawab memastikan bahwa pemanfaatan pekerjaan dan hasil asurans dan konsultansi pihak lain mendukung Pengawasan Intern.

2060 - Pelaporan kepada Bupati
Pimpinan APIP harus melaporkan secara berkala dalam setahun tentang tujuan, kewenangan, tanggung jawab, dan kinerja Pengawasan Intern.
Laporan juga harus mencakup risiko strategis, risiko fraud, kelemahan pengendalian, isu tata kelola, dan hal lainnya yang perlu perhatian Bupati.
Interpretasi:
Pimpinan APIP menentukan periode berkala dan isi laporan. Pimpinan APIP mengomunikasikan laporan kepada Bupati yang mencantumkan informasi sebagai berikut:
· Perencanaan audit dan progresnya.
· Hasil Pengawasan Intern.
· Respon manajemen terhadap risiko, yang menurut penilaian Pimpinan APIP seharusnya Organisasi tidak dapat menerima risiko tersebut.

2070 - Tindak Lanjut atas Pengaduan Masyarakat
Pimpinan APIP harus menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat.
Interpretasi:
Pengaduan masyarakat dapat berbentuk pengaduan tertulis atau bentuk lainnya. Pengaduan tersebut harus ditangani dengan mekanisme dan prosedur yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2080 - Penyedia Jasa Ekstern dan Tanggung Jawab APIP atas Pengawasan Intern
Apabila Pengawasan Intern menggunakan pihak ekstern, Pimpinan APIP memiliki tanggung jawab untuk memelihara aktivitas Pengawasan Intern yang efektif.


Interpretasi:
Tanggung jawab tersebut ditunjukkan melalui program penjaminan dan peningkatan kualitas yang menilai kesesuaian Pengawasan Intern yang menggunakan penyedia jasa ekstern terhadap Kode Etik dan Standar.

2100 - Sifat Dasar Pengawasan Intern
Pengawasan Intern harus mengevaluasi dan memberikan kontribusi pada perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pada organisasi dengan menggunakan pendekatan sistematis, disiplin, dan berbasis risiko. Kredibilitas dan nilai Pengawasan Intern meningkat apabila auditor bersikap proaktif dan hasil pengawasannya memberikan wawasan baru beserta pertimbangan dampaknya di masa depan.

2110 - Tata Kelola
Pengawasan Intern harus menilai dan memberikan rekomendasi yang memadai untuk meningkatkan proses tata kelola organisasi dalam:
· Membuat keputusan strategis dan operasional,
· Mengawasi manajemen risiko dan pengendalian,
· Mendorong penerapan etika dan nilai-nilai organisasi,
· Memastikan efektivitas pengelolaan dan akuntabilitas kinerja organisasi,
· Mengomunikasikan informasi risiko dan pengendalian pada area yang sesuai dalam organisasi, dan
· Mengoordinasikan kegiatan dan mengomunikasikan informasi diantara Bupati, Pimpinan Unit Organisasi, auditor ekstern dan intern, para penyedia jasa asurans lainnya, serta Pimpinan Unit Kerja. 

2110.A.1 Pengawasan Intern harus mengevaluasi rancangan, implementasi dan efektivitas kegiatan, program, dan tujuan yang berkaitan dengan etika organisasi.

2110.A.2 Pengawasan Intern harus menilai apakah tata kelola teknologi informasi mendukung strategi dan tujuan organisasi.

2120 - Manajemen Risiko
Pengawasan Intern harus mengevaluasi efektivitas dan berkontribusi terhadap peningkatan proses manajemen risiko.
Interpretasi:
Penentuan efektivitas proses manajemen risiko merupakan hasil penilaian auditor bahwa:
· Tujuan organisasi telah mendukung dan terkait dengan misi organisasi,
· Risiko signifikan telah diidentifikasi dan dinilai:
· Respon risiko yang sesuai telah dipilih dan selaras dengan selera risiko organisasi, dan
· Informasi yang relevan mengenai risiko telah diperoleh dan dikomunikasikan tepat waktu ke seluruh unit organisasi, sehingga seluruh jajaran organisasi dapat melaksanakan tanggung jawabnya Aktivitas Pengawasan Intern dapat memperoleh informasi untuk mendukung penilaian tersebut dari berbagai penugasan. Hasil berbagai penugasan tersebut, apabila dilihat secara bersamaan, akan memberikan pemahaman proses manajemen risiko organisasi dan efektivitasnya. Proses manajemen risiko dipantau melalui aktivitas manajemen yang berkelanjutan, evaluasi terpisah, atau keduanya.
2120.A1 - Pengawasan Intern harus mengevaluasi paparan/eksposur risiko terhadap tata kelola, operasi, dan sistem informasi organisasi, berkaitan dengan:
· Pencapaian tujuan strategis organisasi,
· Keandalan dan integritas informasi keuangan dan operasi:
· Efektivitas dan efisiensi operasi dan program,
· Pengamanan aset, dan
· Ketaatan terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur dan kontrak.

2120.A2 - Pengawasan Intern harus mengevaluasi potensi terjadinya fraud dan bagaimana organisasi mengelola risiko fraud tersebut.

2120.K1 - Selama penugasan konsultansi, auditor harus memperhatikan risiko yang terkait dengan tujuan penugasan serta harus waspada terhadap risiko lain yang signifikan.

2120.K2 - Auditor harus memanfaatkan informasi risiko yang diperoleh dari penugasan konsultansi untuk mengevaluasi proses manajemen risiko organisasi.

2120.K3 - Ketika mendampingi manajemen dalam membangun atau memperbaiki proses manajemen risiko, auditor harus terbebas dari asumsi dirinya sebagai manajemen yang bertanggung jawab untuk mengelola risiko.

2130 - Pengendalian Intern
Pengawasan Intern harus membantu organisasi dalam memelihara pengendalian intern yang efektif dengan mengevaluasi efektivitas dan efisiensinya serta mendorong perbaikan berkelanjutan.

2130.A1 Pengawasan Intern harus mengevaluasi kecukupan dan efektivitas pengendalian dalam merespons risiko tata kelola, operasi, dan sistem informasi organisasi yang berkaitan dengan:
a. Pencapaian tujuan organisasi:
b. Keandalan dan integritas informasi keuangan dan operasional:
c. Efektivitas dan efisiensi operasi dan program,
d. Pengamanan aset, dan
e. Kepatuhan terhadap hukum, peraturan, kebijakan, prosedur, dan kontrak.

2130.K1 Auditor harus memanfaatkan pengetahuan tentang pengendalian intern yang diperoleh dari penugasan konsultansi dalam mengevaluasi proses pengendalian intern organisasi.

2200 - Perencanaan Penugasan Pengawasan Intern
Auditor harus menyusun dan mendokumentasikan rencana untuk setiap penugasan, termasuk tujuan, ruang lingkup, waktu, dan alokasi sumber daya penugasan. Rencana penugasan harus mempertimbangkan strategi, tujuan, dan risiko organisasi yang relevan dengan penugasan.

2201 - Pertimbangan Perencanaan
Dalam merencanakan penugasan, Auditor harus mempertimbangkan:
· Strategi dan sasaran kegiatan serta pengendajian atas kinerjanya.
· Risiko signifikan atas sasaran, sumber daya, dan operasi serta upaya organisasi menjaga potensi dampak risiko pada level yang dapat diterima.
· Kecukupan dan efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern kegiatan.
· Peluang untuk perbaikan yang signifikan atas proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern. 2201.Al - Ketika merencanakan penugasan menggunakan pihak di luar organisasi, Auditor harus membuat kesepakatan tertulis tentang tujuan, ruang lingkup, tanggung jawab masing-masing pihak, dan harapan lainnya, termasuk pembatasan distribusi hasil penugasan dan akses dokumen penugasan.

2201.K1 - Auditor harus membuat kesepakatan dengan Obyek
Pengawasan penugasan konsultansi tentang tujuan, ruang lingkup, tanggung jawab masing-masing pihak, dan harapan Obyek Pengawasan lainnya dan mendokumentasikannya.

2210 - Tujuan Penugasan
Tujuan harus ditetapkan untuk setiap penugasan.

2210.A1 - Auditor harus melakukan penilaian terhadap risiko kegiatan. 
Hasil penilaian atas risiko tersebut harus tercermin dalam tujuan penugasan.
2210.A2 - Auditor harus mempertimbangkan kemungkinan timbulnya kesalahan yang signifikan, fraud, ketidaktaatan, dan permasalahan lain pada saat menyusun tujuan penugasan.
2210.A3 - Kriteria yang memadai diperlukan untuk mengevaluasi tata
kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern. Auditor harus memastikan apakah Bupati, Pimpinan Unit Organisasi atau Pimpinan Unit Kerja telah menetapkan kriteria yang memadai terkait pencapaian tujuan dan sasaran. Apabila memadai, auditor harus menggunakan kriteria tersebut dalam penugasannya. Apabila tidak memadai, auditor harus mengembangkan kriteria lain bersama Bupati, Pimpinan Unit Organisasi atau Pimpinan Unit Kerja.
Interpretasi:
Jenis-jenis kriteria dapat meliputi: 
a) intern (misalnya, kebijakan dan prosedur organisasi);
b) Ekstern (misalnya, hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga yang berwenang). 
c) Praktik terdepan (misalnya, panduan industri dan profesional).

2210.K1 - Tujuan penugasan konsultansi harus diarahkan pada proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern, sesuai dengan kesepakatan yang dibuat dengan Obyek Pengawasan.

2210.K2 - Tujuan penugasan konsultansi harus konsisten dengan nilai,
strategi, dan tujuan organisasi.
2220 - Ruang Lingkup Penugasan
Ruang lingkup penugasan yang ditetapkan harus memadai untuk mencapai tujuan penugasan.

2220.A1 - Ruang lingkup penugasan harus mempertimbangkan sistem, dokumen, sumber daya manusia, dan aset yang relevan, termasuk yang berada di bawah pengelolaan pihak ketiga.

2220.A2 - Jika timbul peluang dilakukan layanan konsultansi yang signifikan saat penugasan asurans, maka dibuat kesepakatan yang mencakup tujuan, ruang lingkup, tanggung jawab masing-masing pihak, dan maksud lain yang ingin dicapai, dan hasil penugasan konsultansi dikomunikasikan berdasarkan standar penugasan konsultansi.

2220.K1 - Dalam melaksanakan penugasan konsultansi, auditor harus memastikan bahwa ruang lingkup penugasan yang disepakati telah memadai untuk mencapai tujuan penugasan. Jika terdapat ketidaksepakatan atas ruang lingkup, auditor bersama Obyek Pengawasan harus berdiskusi untuk menentukan kelanjutan penugasan.

2220.K2 - Selama penugasan konsultansi, auditor harus mendiskusikan pengendalian intern yang konsisten dengan tujuan penugasan dan memperhatikan permasalahan pengendalian yang signifikan.

2230 - Alokasi Sumber Daya Penugasan
Auditor harus menentukan sumber daya yang memadai dan cukup untuk mencapai tujuan penugasan, berdasarkan evaluasi atas karakteristik dan tingkat kompleksitas setiap penugasan, keterbatasan waktu, dan sumber daya yang tersedia.
Interpretasi:
Memadai adalah memadai secara kolektif dalam hal kecakapan yang diperlukan untuk melaksanakan penugasan. Cukup adalah mencakup kuantitas sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan penugasan dengan kecermatan profesional.

2240 - Program Kerja Penugasan
Auditor harus menyusun dan mendokumentasikan program kerja untuk mencapai tujuan penugasan.
2240.A1 - Program kerja harus mencakup langkah-langkah untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi selama penugasan. Program kerja ini harus memperoleh persetujuan sebelum dilaksanakan dan apabila terjadi perubahan harus segera memperoleh persetujuan.
2240.A2 - Program kerja penugasan asurans didasarkan pada hasil penilaian atas risiko dan pengendaliannya, termasuk risiko fraud.
2240.K1 - Program kerja penugasan konsultansi dapat bervariasi dalam bentuk dan isinya, tergantung sifat setiap penugasan.

2300 - Pelaksanaan Penugasan
Auditor harus mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan.

2310 - Identifikasi Informasi
Auditor harus mengidentifikasi informasi yang cukup, andal, relevan dan bermanfaat untuk mencapai tujuan penugasan.
Interpretasi:
Informasi yang cukup adalah informasi yang faktual, memadai, dan meyakinkan sehingga seseorang yang memiliki sifat kehati-hatian (prudent) akan mencapai kesimpulan yang sama dengan auditor. Informasi yang andal adalah informasi terbaik, valid, konsisten dengan fakta, dan diperoleh melalui penggunaan teknik-teknik penugasan yang tepat.
Informasi yang relevan adalah informasi yang mempunyai hubungan yang logis dan penting dalam mendukung observasi dan rekomendasi penugasan dan konsisten dengan tujuan penugasan.
Informasi yang bermanfaat adalah informasi yang dapat membantu auditor dalam mencapai tujuan penugasannya.

2310.A1 - Auditor harus mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi sesuai dengan langkah-langkah dalam Program Kerja Penugasan dan perubahannya.

2310.A2 - Apabila dalam pelaksanaan penugasan menemukan indikasi terjadinya fraud, Auditor harus melaporkan indikasi tersebut kepada Pimpinan sesuai dengan mekanisme intern APIP untuk menentukan rencana tindak lanjut.

2310.A3 - Auditor dapat menggunakan tenaga ahli apabila pengetahuan dan pengalamannya tidak memadai untuk mendapatkan Informasi yang cukup, andal, relevan, dan bermanfaat untuk mencapai tujuan pengawasan.

2320 - Analisis dan Evaluasi
Auditor harus menyusun kesimpulan dan hasil penugasan berdasarkan analisis dan evaluasi yang memadai.

2330 - Dokumentasi Informasi
Auditor harus mendokumentasikan informasi yang cukup, andal, relevan, dan bermanfaat untuk mendukung kesimpulan dan hasil penugasan.

2330.A1 - Pimpinan APIP harus mengendalikan akses atas hasil penugasan. Pimpinan APIP harus memperoleh persetujuan dari Pimpinan Unit Organisasi dan/atau pendapat ahli hukum sebelum memberikan hasil penugasan ke pihak ekstern sesuai kebutuhan.
2330.A2 - Pimpinan APIP harus mengembangkan kebutuhan retensi penyimpanan hasil penugasan sesuai ketentuan organisasi dan peraturan perundang-undangan.

2330.K1 - Pimpinan APIP harus menetapkan kebijakan kustodian dan retensi hasil penugasan konsultansi, sesuai dengan ketentuan organisasi dan peraturan perundang-undangan.

2340 - Supervisi Penugasan
Penugasan audit harus disupervisi secara memadai untuk memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas, dan peningkatan kompetensi auditor.
Interpretasi:
Tingkat supervisi yang diperlukan tergantung pada kemahiran dan pengalaman auditor dan kompleksitas penugasan. Bukti kegiatan supervisi didokumentasikan dan disimpan.

2400 - Komunikasi Hasil Penugasan
Auditor harus mengomunikasikan hasil penugasan.

2410 - Kriteria Komunikasi
Komunikasi harus mencakup sasaran, ruang lingkup penugasan, dan hasil penugasan.

2410.A1 - Komunikasi akhir hasil penugasan harus memuat simpulan, sebagaimana rekomendasi dan/atau tindak perbaikan yang dapat diterapkan. Apabila memungkinkan, opini auditor dapat diberikan. Opini harus mempertimbangkan harapan Bupati dan/atau Pimpinan Unit Organisasi dan pemangku kepentingan lain, dan harus didukung dengan informasi yang relevan, andal, cukup dan bermanfaat.
Interpretasi:
Opini hasil penugasan dapat berupa tingkat rating, simpulan, atau uraian hasil penugasan dalam bentuk lain. Penugasan tersebut dapat mencakup pengendalian terhadap proses, risiko, atau unit bisnis tertentu. Formulasi opini perlu mempertimbangkan hasil penugasan dan tingkat signifikansi.
2410.A2 - Auditor perlu menuangkan kinerja yang memuaskan dalam laporan hasil penugasan.
2410.A3 - Apabila hasil penugasan disampaikan kepada pihak di luar organisasi, maka harus disebutkan pembatasan distribusi dan penggunaan hasil penugasan.
2410.K1 - Komunikasi hasil akhir penugasan konsultansi bervariasi dalam bentuk dan isinya, tergantung pada sifat penugasan dan kebutuhan Obyek Pengawasan.

2420 - Kualitas Komunikasi
Komunikasi harus akurat, objektif, jelas, ringkas, konstruktif, lengkap, dan tepat waktu.
Interpretasi:
Komunikasi yang akurat berarti bebas dari kesalahan dan distorsi, dan didasarkan atas fakta. Komunikasi yang objektif berarti wajar, tidak memihak, tidak bias, dan merupakan hasil dari pemikiran yang jernih dan seimbang atas seluruh fakta dan keadaan yang relevan. Komunikasi yang jelas berarti mudah dipahami dan logis, terhindar dari pemakaian istilah teknis yang tidak penting dan menyajikan seluruh informasi yang signifikan dan relevan. Komunikasi yang ringkas berarti langsung pada masalah dan menghindari uraian yang tidak perlu, detail yang berlebihan, pengulangan, dan terlalu panjang. Komunikasi yang konstruktif berarti memiliki sifat membantu Obyek Pengawasan perrugasan dan organisasi, dan tertuju pada upaya perbaikan yang diperlukan. Komunikasi yang lengkap berarti tidak meninggalkan hal-hal penting bagi pengguna hasil penugasan dan telah mencakup seluruh informasi signifikan dan relevan untuk mendukung simpulan dan rekomendasi. Komunikasi yang tepat waktu berarti disampaikan sesuai dengan kebutuhan baik waktu maupun subtansi informasi dengan mempertimbangkan tingkat signifikansi yang memungkinkan Bupati, Pimpinan Unit Organisasi, atau Pimpinan Unit Kerja dapat melakukan tindakan perbaikan yang tepat.

2421 - Kesalahan dan Kelalaian
Jika komunikasi hasil akhir mengandung kesalahan atau kelalaian yang signifikan, Pimpinan APIP harus mengomunikasikan informasi yang telah diperbaiki kepada semua pihak yang menerima komunikasi aslinya.

2422 - Tanggapan Obyek Pengawasan
Auditor harus meminta tanggapan dari pejabat Obyek Pengawasan yang bertanggung jawab atas simpulan dan rekomendasi hasil penugasan, termasuk meminta tindakan perbaikan yang direncanakan.
Interpretasi:
Untuk memastikan hasil penugasan wajar dan objektif auditor perlu mendapatkan tanggapan dari pejabat Obyek Pengawasan yang bertanggung jawab sehingga simpulan dan rekomendasi tidak hanya disusun berdasarkan pendapat auditor.
2422. Al - Tanggapan Obyek Pengawasan dan rencana Tindakan perbaikan harus dicantumkan dalam laporan hasil penugasan.
2422. A2 - Apabila tanggapan dari Obyek Pengawasan bertentangan dengan simpulan dan rekomendasi, dan menurut pendapat auditor tanggapan tersebut tidak tepat, maka auditor harus menyampaikan ketidaksetujuan terhadap tanggapan secara wajar dan objektif. Sebaliknya, apabila menurut auditor tanggapan tersebut tepat, auditor harus memperbaiki simpulan dan rekomendasi.

2430 - Pengungkapan atas kesesuaian dengan Standar
Auditor harus menyatakan dalam setiap laporan hasil penugasan bahwa Pengawasan Intern “dilaksanakan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia”.

2431 - Pengungkapan atas ketidaksesuaian
Apabila terdapat ketidaksesuaian terhadap Kode Etik atau Standar yang mempengaruhi penugasan, komunikasi hasil penugasan harus mengungkapkan:
a. Prinsip atau aturan perilaku pada Kode Etik atau Standar yang tidak sepenuhnya dilaksanakan,
b. Alasan ketidaksesuaian,
c. Dampak ketidaksesuaian tersebut terhadap penugasan dan hasil penugasan yang dikomunikasikan.

2440 - Penyampaian Hasil Penugasan
Pimpinan APIP harus mengomunikasikan hasil penugasan kepada pihak yang tepat.
Interpretasi:
Pimpinan APIP bertanggung jawab atas komunikasi final penugasan serta menentukan metode dan tujuan distribusi. Apabila Pimpinan APIP mendelegasikan wewenang tersebut, Pimpinan APIP tetap bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut.
2440.A1 - Pimpinan APIP bertanggung jawab mengomunikasikan hasil akhir penugasan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penugasan dan memastikan hasil penugasan akan ditindaklanjuti.
2440.A2 - Apabila tidak ditentukan lain oleh ketentuan dan peraturan perundang-undangan, sebelum menyampaikan hasil penugasan kepada pihak di luar organisasi, Pimpinan APIP harus:
a. Menilai potensi risiko yang dihadapi organisasi,
b. Berkonsultansi dengan Bupati dan/atau Pimpinan Unit Organisasi dan/atau ahli hukum apabila diperlukan, dan
c. Mengendalikan pemanfaatan hasil penugasan oleh pihak luar organisasi.
Interpretasi:
Dalam hal hasil penugasan disampaikan kepada pihak luar organisasi, Pimpinan APIP harus mengungkapkan secara jelas tujuan pemanfaatannya dan meminta pihak luar untuk berkomunikasi dengan Pimpinan APIP apabila akan memanfaatkan hasil penugasan selain untuk tujuan yang telah ditentukan.
2440.K1 - Pimpinan APIP bertanggungjawab mengomunikasikan hasil akhir penugasan konsultansi kepada Obyek Pengawasan.
2440.K2 - Dalam penugasan konsultansi, Pimpinan APIP agar mengidentifikasi permasalahan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern. Apabila permasalahan tersebut signifikan, Pimpinan APIP harus mengomunikasikan kepada Bupati dan/atau Pimpinan Unit Organisasi dan/atau Pimpinan Unit Kerja.

2450 - Opini Makro
Apabila APIP memberikan opini makro, Pimpinan APIP harus memperhatikan strategi, sasaran, dan risiko-risiko organisasi dan ekspektasi Bupati dan/atau Pimpinan Unit Organisasi serta pemangku kepentingan lainnya. Opini makro harus didukung dengan informasi yang relevan, andal, cukup, dan bermanfaat.
Interpretasi:
Komunikasi atas opini makro meliputi:
· Ruang lingkup, termasuk periode waktu yang terkait dengan opini makro tersebut,
· Batasan ruang lingkup,
· Pertimbangan terhadap kegiatan terkait lainnya termasuk keterkaitannya dengan penyedia jasa asurans lain:
· Ikhtisar dari informasi yang mendukung opini,
· Kerangka kerja risiko atau pengendalian, atau kriteria lain yang dipergunakan sebagai dasar pengungkapan opini makro:
· Opini, pendapat, atau kesimpulan yang diberikan.
Pimpinan APIP harus menjelaskan alasan atas opini makro yang tidak sesuai harapan Bupati dan/atau Pimpinan Unit Organisasi.

2500 - Pemantauan Tindak Lanjut
Pimpinan APIP harus membangun sistem pemantauan tindak lanjut atas hasil penugasan yang telah dikomunikasikan kepada Obyek Pengawasan.
2500.A1 - Pimpinan APIP harus menetapkan proses tindak lanjut untuk memantau dan memastikan bahwa Obyek Pengawasan telah melaksanakan tindakan perbaikan secara efektif, atau menerima risiko untuk tidak melaksanakan tindakan perbaikan.
2500.K1 - Pengawasan Intern harus memantau tindak lanjut hasil penugasan konsultansi yang telah disepakati dengan Obyek Pengawasan.

2600 - Komunikasi Penerimaan Risiko
Dalam hal Pimpinan APIP menyimpulkan bahwa Pimpinan Unit Kerja dan/atau Pimpinan Unit Organisasi menerima tingkat risiko yang tidak dapat diterima oleh organisasi, Pimpinan APIP harus membahas masalah ini secara berjenjang dengan Pimpinan di atasnya. Jika Pimpinan APIP meyakini bahwa permasalahan tersebut belum terselesaikan, maka Pimpinan APIP harus mengkomunikasikan hal tersebut kepada Bupati dan/atau Pimpinan Unit Organisasi.
Interpretasi:
Identifikasi atas risiko yang diterima oleh Pimpinan Unit Kerja dan/atau Pimpinan Unit Organisasi dapat dilakukan melalui penugasan asurans maupun konsultansi, pemantauan tindak lanjut atas hasil penugasan sebelumnya, atau melalui kegiatan lainnya. Keputusan untuk menerima atau tidak menerima risiko adalah tanggung jawab Obyek Pengawasan, bukan tanggung jawab Pimpinan APIP.
Glosarium
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan Pengawasan Intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian/Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/ Kabupaten/Kota, dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
Auditor 
Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan Pengawasan Intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. 
Benturan kepentingan 
Situasi di mana auditor yang dalam pelaksanaan tugasnya memiliki kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan profesional. 
Kecurangan (Fraud) 
Setiap tindakan melawan hukum ditandai dengan penipuan, penyembunyian, atau pelanggaran kepercayaan. Tindakan ini tidak tergantung pada ancaman kekerasan atau kekuatan fisik. Penipuan yang dilakukan oleh pihak dan organisasi untuk memperoleh uang, properti, atau jasa, untuk menghindari pembayaran atau kehilangan jasa, atau untuk mengamankan keuntungan pribadi atau bisnis.
Setiap tindakan melawan hukum yang berindikasi penipuan, penggelapan, atau benturan keperntingan. Tindakan tersebut tidak terbatas pada kemungkinan atau pelanggaran dalam bentuk fisik. Kecurangan dapat dilakukan oleh pihakpihak dan organisasi untuk mendapatkan uang, aset, atau jasa, untuk menghindari pembayaran atau kerugian atas jasa, atau untuk memperoleh keuntungan pribadi atau bisnis.
Kecurangan dalam hal ini termasuk tindak pidana korupsi yaitu Tindakan yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
- Adanya perbuatan melawan hukum
- Adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
- Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
- Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 

Independensi
Kondisi bebas dari situasi yang dapat mengancam kemampuan APIP untuk dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara objektif.

Jasa asurans
Pengujian objektif terhadap bukti dengan maksud untuk memberikan penilaian yang independen atas proses tata kelola, manajemen risiko, dan kegiatan pengendalian. Kegiatan asurans mencakup audit, reviu, evaluasi dan pemantauan.

Jasa konsultansi
Kegiatan pemberian saran dan jasa lain yang dibutuhkan Obyek Pengawasan, yang sifat dan ruang lingkup penugasannya telah disepakati, ditujukan untuk menambah nilai dan meningkatkan proses tata kelola organisasi, manajemen risiko, dan kegiatan pengendalian, tanpa adanya pengalihan tanggung jawab kepada auditor intern. Contohnya pendampingan, sosialisasi, bimbingan teknis, dan pelatihan. 
Kerangka Praktik Profesional Pengawasan Intern Pemerintah (KP3IP) Kerangka Kerja yang bersifat konseptual dalam rangka mengorganisasikan acuan kerja pengawasan intern yang diterbitkan oleh AAIPI.

Kode etik
Pernyataan tentang prinsip moral dan nilai yang digunakan oleh auditor sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas Pengawasan Intern. Kode Etik bertujuan untuk mempromosikan budaya etis dalam praktik profesional pengawasan intern. Kode Etik diperlukan karena Pengawasan Intern merupakan pekerjaan yang dijalankan atas dasar kepercayaan dalam memberikan jaminan yang objektif terhadap tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern. AAIPI menerbitkan Kode Etik dalam rangka menjaga perilaku anggotanya.
Komite Audit
Komite pengawasan independen (oversight committee) yang dibentuk oleh Bupati untuk memberikan saran-saran strategis terkait Pengawasan Intern, pelaporan keuangan, dan tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan.

Manajemen Risiko
Sebuah proses untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan mengendalikan peristiwa atau situasi potensial untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan organisasi.

Nilai Tambah
Pengawasan Intern memberikan nilai tambah bagi organisasi dan pemangku kepentingan apabila mempertimbangkan strategi, tujuan dan risiko, memberikan kontribusi terhadap peningkatan proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern; dan secara objektif memberikan asurans.

Objektivitas
Suatu sikap mental tidak memihak yang memungkinkan auditor melaksanakan tugas sedemikian rupa sehingga mereka memiliki keyakinan terhadap hasil kerja mereka dan tanpa kompromi dalam mutu. Objektivitas mensyaratkan auditor untuk tidak mendasarkan penilaiannya terkait aktivitas pengawasan kepada penilaian pihak lain. Opini Makro
Merupakan penilaian atau kesimpulan tentang hasil penugasan yang diberikan oleh Pimpinan APIP yang secara menyeluruh memberikan tinjauan proses tata kelola, pengelolaan risiko, dan/atau pengendalian organisasi. Opini tersebut merupakan pendapat profesional dari Pimpinan APIP berdasarkan hasil beberapa penugasan dan aktivitas lainnya pada rentang waktu tertentu.

Opini Penugasan
Merupakan penilaian atau kesimpulan sebagai hasil penugasan asurans tertentu. 

Pengawasan Intern
Seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

Pengendalian
Prosedur, mekanisme, kebijakan, atau aktivitas yang dijalankan oleh manajemen dan/atau pihak lain untuk mengelola risiko dan meningkatkan kemungkinan bahwa tujuan dan sasaran akan dicapai. Manajemen merencanakan, mengatur, dan mengarahkan pelaksanaan tindakan yang memadai untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan dan sasaran akan dicapai.

Penyedia Jasa Ekstern
Seseorang atau badan usaha di luar APIP yang memiliki kecakapan khusus dalam disiplin ilmu tertentu.
Piagam Pengawasan Intern
Dokumen resmi yang mendefinisikan tujuan, kewenangan dan tanggung jawab aktivitas Pengawasan Intern. 

Pimpinan Unit Kerja
Pimpinan tertinggi pada Unit Kerja Tertentu di bawah Pimpinan Unit Organisasi. 

Pimpinan Unit Organisasi
Pimpinan tertinggi pada instansi/institusi di bawah Bupati. 

Program kerja 
Mencakup Langkah-langkah untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi selama penugasan. 

Risiko 
Kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang akan. berdampak pada pencapaian tujuan. Risiko diukur dari segi dampak dan kemungkinan. 

Signifikansi
Tingkat kepentingan relatif suatu hal dalam konteks tertentu yang sedang dipertimbangkan, mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif, seperti besaran, sifat, akibat, keterkaitan dan dampak. Pertimbangan profesional membantu auditor dalam mengevaluasi tingkat kepentingan suatu hal dalam konteks tujuan yang relevan. 

Standar 
Kriteria atau ukuran mutu minimal dalam melakukan kegiatan Pengawas Intern. Standar merupakan prasyarat dasar dalam menjalankan praktik profesional Pengawasan Intern dan sebagai dasar evaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan Pengawasan Intern. AAIPI menerbitkan Standar dalam rangka menjaga mutu hasil Pengawasan Intern yang dilaksanakan oleh APIP. 

Tata Kelola 
Kombinasi proses dan stuktur yang dilaksanakan oleh manajemen untuk menginformasikan, mengarahkan, mengelola, dan memantau kegiatan organisasi menuju pencapaian tujuannya.











LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SUMEDANG 
NOMOR      TAHUN ….
TENTANG 
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERN 

STANDAR KOMPETENSI APIP

A. STANDAR KOMPETENSI AUDITOR
1. Latar Belakang
Berbagai perubahan yang terjadi beberapa tahun terakhir ini memberikan Pengaruh yang signifikan terhadap Profesi Auditor Perkembangan teknologi masyarakat pemakai jasa yang semakin sadar akan kepentingannya, serta Peraturan Pemerintah yang memberikan konsekuensi terhadap akuntabilitas publik telah banyak mengubah tujuan, fokus, serta Pendekatan audit. Akibatnya Profesi Audit kini tidak hanya sekedar melakukan audit (doing auditing), tetapi juga memberikan kepastian/penjaminan dan kegiatan konsultasi untuk Penyelesaian masalah (providing assurance and consulting activity), dan dari sekedar berfokus pada Pendekatan transaksi (transaction-based approach) menjadi lebih berfokus pada pendekatan berbasis risiko (risk-based focus). Perubahan ini memberikan pengaruh tidak hanya bagi Auditor Eksternal tetapi juga bagi Auditor Internal.
Audit Internal membantu suatu organisasi dalam mencapai tujuannya melalui pendekatan sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan memperbaiki efektivitas proses tata kelola organisasi, pengendalian, dan manajemen risiko. Auditor selain bertanggung jawab kepada Pimpinan Instansi Pengawasan yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, juga memiliki tanggung jawab profesi dan kewajiban moral kepada masyarakat pemakai jasa sesuai standar yang berlaku umum. Untuk menghasilkan produk jasa yang sesuai dengan standar yang belaku umum tersebut, Auditor harus senantiasa menggunakan seluruh kompetensi yang dimilikinya dalam semua pelaksanaan tugasnya.
Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab Auditor secara profesional maka diperlukan kualifikasi kompetensi Auditor untuk melaksanakan tugas Pengawasan sesuai jenjang jabatannya. Kualifikasi kompetensi Auditor tersebut perlu diatur dalam suatu Standar Kompetensi Auditor.

2. Tujuan Dan Fungsi Standar
Tujuan Standar Kompetensi Auditor adalah Untuk memastikan Auditor memperoleh dan mempertahankan kemampuan tertentu yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan tugas sebagai Auditor yang Kompeten, Profesional, efektif, dan Efisien. Standar Kompetensi Auditor berfungsi sebagai dasar dalam Pengangkatan Penyusunan/ Pengembangan Program Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesionalisme Auditor, penetapan pola sertifikasi auditor, pengembangan karier, penilaian kinerja, pemindahan dan pemberhentian PNS dari dan dalam Jabatan Fungsional Auditor serta sebagai dasar penetapan remunerasi auditor.
2. 

3. Ruang Lingkup
Standar Kompetensi Auditor menguraikan kompetensi bagi auditor untuk dapat melaksanakan penugasan Pengawasan sesuai dengan standar yang berlaku umum. Kompetensi yang dimaksud dalam standar ini meliputi kompetensi umum dan kompetensi teknis pengawasan. Kompetensi umum terkait dengan persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Auditor, terdiri dari Persyaratan jasmani tertentu dan kompetensi dasar bersikap dan berperilaku. Kompetensi teknis pengawasan terkait dengan persyaratan untuk dapat melaksanakan penugasan pengawasan sesuai dengan jenjang jabatannya. Kompetensi teknis pengawasan terdiri dari kompetensi inti, kompetansi pendukung, dan kompetensi manajerial, yang difokuskan pada pengetahuan profesional minimal, keterampilan/keahlian profesional minimal, dan sikap perilaku yang harus dimiliki oleh auditor untuk dapat melaksanakan tanggung jawab sesuai jabatannya.
Standar Kompetensi Auditor tidak menguraikan kemampuan dan kompetensi secara menyeluruh yang diperlukan oleh suatu tim kegiatan pengawasan. Standar ini juga tidak menguraikan kemampuan dan kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan suatu penugasan pengawasan tertentu yang secara Khusus memerlukan kompetensi yang relevan. Untuk dapat melaksanakan penugasan pada suatu area yang spesifik secara kompeten, auditor memerlukan pendidikan dan pelatihan yang lebih spesifik. Standar kompetensi spesialis teknis substansi pengawasan tertentu dan standar kompetensi spesialis teknis substansi spesifik karakteristik unit diterbitkan tersendiri oleh organisasi profesi auditor spesialis yang bersangkutan.

4. Kewajiban Auditor
a. Memenuhi Standar Kompetensi yang Dipersyaratkan
Auditor wajib memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan untuk dapat melaksanakan tugas pengawasan sesuai jenjang jabatannya.
Auditor wajib memiliki kompetensi yang mencakup aspek pengetahuan (Knowledge), keterampilan/keahlian (Skill), dan sikap perilaku (Attitude). Seiring pejalanan karir jenjang jabatannya, auditor dituntut untuk melaksanakan tugas pengawasan yang semakin kompleks, sehingga membutuhkan kompetensi yang semakin tinggi pula.
Kompetensi yang wajib dimiliki auditor bergradasi sesuai dengan tugas (tasks) auditor pada setiap jenjang jabatan yang meliputi:
1) melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana oleh Auditor Terampil,
2) melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi oleh Auditor Pertama,
3) memimpin pelaksanaan pengawasan oleh Auditor Muda,
4) mengendalikan teknis pelaksanaan pengawasan oleh Auditor Madya:
5)  mengendalikan mutu pelaksanaan pangawasan oleh Auditor Utama,
b. Mempertahankan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan Profesional Berkelanjutan (Continuing Professional Education)
Auditor wajib senantiasa mempertahankan kompetensi mereka melalui Pendidikan dan Pelatihan Profesional Berkelanjutan (Continuing Professional Education) gana menjamin kompetensi yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan lingkungan pengawasan.
Pendidikan dan Pelatihan Profesional Berkelanjutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembelajaran terus Menerus yang sangat penting bagi auditor dalam mempertahankan kompetensinya. Auditor wajib memiliki pengetahuan dan akses atas informasi teraktual dalam standar, metodologi, prosedur, dan teknik audit. Pendidikan dan Pelatihan Profesional Berkelanjutan dapat diperoleh melalui keanggotaan dan partisipasi dalam asosiasi profesi, pendidikan sertifikasi jabatan fungsional auditor, konferensi, seminar, kursus-kursus, program pelatihan di kantor sendiri, dan partisipasi dalam proyek penelitian yang memiliki substansi di bidang Pengawasan.

5. Kewajiban APIP
a. Memastikan setiap Penugasan pengawasan dilaksanakan Oleh tim yang kompeten
APIP wajib memastikan setiap penugasan pengawasan dilaksanakan oleh tim yang secara kolektif memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan penugasan tersebut.
Keberhasilan APIP dalam melaksanakan misinya tergantung dari apakah APIP tersebut memiliki staf yang kompeten dan terlatih atau tidak. APIP harus memastikan kompetensi secara kolektif dimiliki oleh tim dalam melaksanakan penugasan pengawasan, tetapi tidak mengharuskan setiap auditor memiliki Kompetensi individu secara penuh dalam penugasan tersebut APIP harus memiliki proses rekrutmen dan evaluasi untuk membantunya memastikan terpenuhinya sumber daya manusia dengan kompetensi yang cukup. Sifat dan formalitas proses tersebut tergantung dari beberapa faktor antara lain besar kecilnya organisasi, sifat pekerjaan, dan struktur organisasnya.
Dalam hai penugasan yang bersifat khusus/ spesialis, pimpinan APIP wajib menetapkan kompetensi teknis apa saja yang diperlukan auditor untuk dapat secara kompeten melaksanakan penugasannya. APIP dapat menggunakan tenaga ahli apabila APIP tidak mampunyai keahlian yang diharapkan untuk melaksanakan penugasan Pimpinan APIP wajib menggunakan advis dan bantuan dari pihak yang berkompeten dalam hal auditor tidak memiliki pengetahuan, keterampilan, dan lain-lain kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh atau sebagian penugasan. Tenaga ahli yang dimaksud dapat mencakup aktuaris, penilai, pengacara, insinyur, konsultan lingkungan, profesi madis, ahli statistik, ahli geologi, dan profesi lainnya. Tenaga ahli tersebut boleh berasal dari dalam maupun dari luar organisasi.
b. Meningkatkan kompetensi auditor sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengawasan
APIP wajib meningkatkan kompetensi auditor sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengawasan.
Pimpinan APIP wajib memfasilitasi auditor untuk mengikuti pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesi serta ujian Sertifikasi sesuai dengan ketentuan guna memastikan auditor yang ditugaskan kompeten untuk melaksanakan tugas Pengawasan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengawasan. Dalam pengusulan auditor untuk mengikuti Pendidikan dan pelatihan sesuai dengan jenjangnya, pimpinan APIP mendasarkan keputusannya pada formasi yang dibutuhkan dan persyaratan administrasi lainnya seperti kepangkatan dan pengumpulan angka Kredit yang dimilikinya.
6. Definisi Standar Kompetensi Auditor
Standar Kompetensi Auditor menjelaskan ukuran kemampuan minimal yang harus dimiliki auditor yang mencakup aspek pengetahuan (knowledge), keterampilan/keahlian (skill), dan sikap perilaku (attitude) untuk dapat melakukan tugas-tugas dalam jabatan fungsional auditor dengan hasil baik. Standar Kompetensi Auditor terdiri dari kompetensi umum dan kompetensi teknis pengawasan.
Standar Kompetensi Auditor adalah standar minimal dalam praktik internal audit di lingkungan APIP. Seluruh auditor didorong untuk terus meningkatkan kompetensinya di atas standar ini, misalnya dengan memperoleh kompetensi spesialis melalui kualifikasi formal, termasuk memperoleh sertifikasi di bidang pengawasan yang bersifat khusus/spesial melalui diklat teknis substansi pangawasan.
a. Kompetensi Umum
Untuk menjabat sebagai auditor, setiap PNS wajib memenuhi persyaratan jasmani tertentu dan wajib memiliki kompetensi dasar bersikap dan berperilaku yang akan menjamin bahwa auditor tersebut memiliki kemampuan untuk dapat melaksanakan setiap penugasan yang menjadi tanggung jawabnya.
Kompetensi umum terkait dengan persyaratan umum untuk dapat diangkat sebagai auditor, Kompetensi umum yang merupakan kompetensi dasar bersikap dan berperilaku sebagai auditor dijabarkan sebagai berikut:
	No
	Kompetensi Umum 
	Level Kompetensi Umum
	

	
	
	Auditor Terampil
	Auditor Ahli

	1
	Dorongan untuk berprestasi 
	Mampu memenuhi standar prestasi atau target yang telah ditetapkan oleh manajemen/ pimpinan 
	Mampu membuat suatu perubahan spesifik dalam system atau metode kerja untuk meningkatkan prestasi kerja (bekerja dengan lebih efisien, efektif, dan inovatif)

	2.
	Pemikiran analisis
	Mampu bekerja dengan menggunakan aturan dasar, logika dan pengalaman masa lampau serta bekerja dengan pola kecenderungan (pattern) dalam mengidentifikasi masalah
	Mampu membuat situasi atau ide yang kompleks menjadi jelas, sederhana dan mudah di mengerti dengan menyusun suatu penjelasan yang berarti.Mampu menyampaikan observasi atau pengetahuan yang ada dengan cara sederhana. Mampu memadukan ide ide dan informasi dan informasi dan membuat Gambaran yang lebih besar menjadi lebih lengkap dan jelas.

	3. 
	Orientasi Pengguna
	Mampu memenuhi permintaan pengguna dan memastikan apakah jasa / pelayanan yang diberikan tersebut telah sesuai dengan yang dibutuhkan 
	Mempunyai inisiatif untuk mencari tahu kebutuhan jasa/ pelayanan apa yang diinginkan dan bisa menyesuaikan jasa/ pelayanan tersebut dengan kebutuhan pengguna.

	4. 
	Kerjasama
	Mampu bekerja sama dengan orang lain serta peduli dengan tugas dan permasalahan orang lain dengan cara memberikan saran, masukan, bahan pertimbangan, atau Solusi.
	Memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas, permasalahan dan kemajuan kelompok serta mengajak orang lainuntuk terlibat di dalam kegiatan kelompok.

	5. 
	Kerjasama
	Mampu bekerja dalam situasi yang penuh tekanan dan keterbatsan dengan menerapkan metode bekerja sesuai standar.
	Mampu menangani pekerjaan sehari hari dengan percaya diri mudah beradaptasi terhadap perubahan dan kebutuhan. Mampu menunjukkan kelenturan pada waktu dihadapkan pada tugas yang sulit atau berbeda pada saat yang bersamaan. Mampu menunjukkan kinerja dalam situasi yang mendesak (darurat periode yang sangat sibuk tenggat waktu)

	6. 
	Komitmen organisasi
	Memiliki kemampuan dan kemauan untuk menyelaraskan perilaku pribadi dengan kebutuhan, prioritas dan sasaran organisasi.
	Memiliki kemampuan dan kemampuan untuk mendukung organisasi secara aktif serta berusaha menjaga dan menampilkan citra organisasi.




b. Kompetensi Teknis Pengawasan 
Untuk dapat melaksanakan Penugasan pengawasan sesuai dengan jenjang jabatannya, auditor wajib memiliki kompetensi teknis pengawasan. 
Kompetensi teknis pengawasan terkait dengan persyaratan untuk dapat melaksanakan penugasan Pengawasan sesuai dengan jenjang jabatannya. Kompetensi teknis pengawasan meliputi 7 bidang kompetensi yang dikategorikan dalam kompetensi inti, kompetensi pendukung, dan kompetensi manajerial.
Ketujuh bidang kompetensi yang dimaksud adalah:
1) Kompetensi Bidang Manajemen Risiko, Pengendalian Internal, dan Tata Kelola Sektor Publik,
2) Kompetensi Bidang Strategi Pengawasan,
3) Kompetensi Bidang Pelaporan Hasil Pengawasan,
4) Kompetensi Bidang Sikap Profesional,
5) Kompetensi Bidang Komunikasi,
6) Kompetensi Bidang Lingkungan Pemerintahan,
7) Kompetensi Bidang Manajemen Pengawasan.
Audit Internal membantu suatu organisasi dalam mencapai tujuannya melalui pendekatan sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan memperbaiki elektivitas proses tata kelola organisasi, pengendalian, dan manajemen risiko. Oleh karena itu sangat penting bagi auditor untuk memiliki Kompetensi bidang manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola sektor publik. Selanjutnya agar auditor dapat melaksanakan pengawasan secara profesional maka diperlukan kompetensi bidang strategi pengawasan yaitu bagaimana pengawasan tersebut dilaksanakan, serta teknik dan metode pengawasan yang digunakan. Pengawasan yang dilakukan tidak akan berarti apabila tidak memberikan nilai tambah bagi organisasi pemerintah. Oleh karenanya kompetensi di bidang pelaporan hasil pengawasan penting untuk dimiliki auditor agar hasil penugasan Pengawasan dapat mandorong perbaikan bagi auditan dalam mengelola organisasinya serta mengendalikan dan mengelola risiko di dalam organisasinya. Sementara itu, kompetensi bidang sikap profesional memastikan auditor berperilaku yang mencerminkan profesionalismenya, baik pada saat sedang melaksanakan penugasannya maupun di luar panugasan pengawasan.
Untuk mendukung pelaksanaan pengawasan, kompetensi di bidang komunikasi akan membantu memberikan keyakinan bahwa komunikasi yang dilakukan jelas dan dapat dimengerti. Selain itu pemahaman auditor mengenal faktor-faktor tertentu dan isu-isu terkait pemerintahan yang terangkum dalam kompetensi bidang lingkungan pemerintahan akan mendukung hasil pengawasan yang realists dan dapat diterima pihak-pihak terkait.
Kompetensi bidang manajemen pengawasan diperlukan agar Pengawasan dapat dikelola dengan baik sehingga tujuan pengawasan dapat dicapai.
Gambar berikut menunjukkan hubungan ketujuh bidang kompetensi yang dimaksud terhadap tujuan organisasi:


c. Kompetensi Kumultaif 
Kompetensi pada tingkat atau jenjang jabatan yang lebih tinggi merupakan kumulatif dari kompetensi pada tingkat atau jenjang jabatan di bawahnya ditambah dengan kompetensi spesifik di jabatannya.
Kompetensi teknis pengawasan disusun per jenjang jabatan auditor dan dibuat berdasarkan premis auditor pada tingkat atau jenjang jabatan yang jebih tinggi sudah memenuhi kompetensi kumulatif dari tingkat atau jenjang jabatan sebelumnya.
Kompetensi pada jenjang jabatan auditor pelaksana lanjutan merupakan kompetensi kumulatif dari kompetensi pada jenjang jabatan auditor pelaksana ditambah kompetensi spesifik pada jenjang jabatan auditor pelaksana lanjutan tersebut. Kompetensi pada jenjang jabatan auditor penyelia merupakan kompetensi kumulatif dari kompetensi pada jenjang jabatan auditor pelaksana dan auditor pelaksana lanjutan ditambah kompetensi spesifik pada jenjang jabatan auditor penyelia tersebut.
Kompetensi pada jenjang jabatan auditor muda merupakan kompetensi kumulatif dari kompetensi pada jenjang jabatan auditor pertama ditambah kompetensi Spesifik pada jenjang jabatan auditor muda tersebut. Kompetensi pada jenjang jabatan auditor madya merupakan kompetensi kumulatif dari kompetensi pada jenjang jabatan auditor pertama dan auditor muda ditambah kompetensi spesifik pada jenjang jabatan auditor madya tersebut. Kompetensi pada jenjang jabatan auditor utama merupakan kompetensi kumulatif dari kompetensi pada jenjang jabatan auditor pertama, auditor muda dan auditor madya ditambah kompetensi spesifik pada jenjang jabatan auditor utama tersebut.

7. Standar Kompetensi Auditor Pertama
Auditor Pertama wajib memiliki kompetensi Auditor Pertama agar mampu melaksanakan tugas-tugas audit intern yang memerlukan analisis dan pertimbangan profesional yang tinggi.
Untuk memenuhi kompetensi tersebut, maka Auditor Pertama harus memiliki kemampuan:
a. Menerapkan kode etik dan standar audit intern;
b. Melakukan komunikasi dengan baik untuk perolehan informasi dan bukti dalam rangka audit intern;
c. Menjelaskan tata kelola sektor publik sesuai ketentuan yang berlaku
d. Menjelaskan konsepsi manajemen risiko, pangendalian intern, dan tata Kelola
e. Menjelaskan konsepsi Pelaksanaan audit intern
f. Menyusun simpulan hasil audit intern/rakomendasi pada kertas kerja audit intern yang didukung oleh bukti yang cukup dan valid.
Untuk dapat melaksanakan penugasan tertentu yang terkait dengan teknis substansi pengawasan terentu. auditor pertama harus memiliki salah satu dari keahlian: Pengelolaan Keuangan Daerah, Teknik Sampling dalam Audit, Reviu LKPD, Reviu RKA, atau teknis substansi pengawasan lainnya.

8. Standar Kompetensi Auditor Muda
Auditor muda wajib memiliki kompetensi Auditor Muda agar mampu memimpin pelaksanaan tugas-tugas audit intern sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Untuk memenuhi kompetensi tersebut, maka Auditor Muda harus memiliki kemampuan:
a. Memiliki jiwa kepemimpinan yang melayani (servant leadership);
b. Mengidentifikasi titik-titik kritis pada kebijakan sektor publik,
c. Melakukan reviu dan memberikan saran dan rekomendasi atas implementasi strategi manajemen risiko organisasi,
d. Memimpin tim sehingga kegiatan audit intern dilaksanakan secara efektif dan efisien:
e. Mengkomunikasikan hasil audit intern secara lisan dan tertulis kepada stakeholder untuk mencapai tujuan audit intern.
Untuk dapat melaksanakan penugasan tertentu yang terkait dengan teknis substansi pengawasan tertentu, auditor muda harus memiliki salah satu dari keahlian: Analisis Pemecahan Masalah. Investigasi, Audit Kinerja, Audit PBJ, Reviu LAKIP, atau teknis substansi pengawasan lainnya.

9. Kompetensi Auditor Madya
Auditor madya wajib memiliki kompetensi Auditor Madya agar dapat mengendalikan teknis pelaksanaan pengawasan.
Untuk memenuhi kompetensi tersebut, maka Auditor Madya harus memiliki kemampuan:
a. Memotivasi dan menyelesaikan konflik dalam Penugasan audit intern,
b. Melakukan analisis kebijakan publik:
c. Menyusun perencanaan penugasan audit intern pada instansi APIP secara elektif dan efisien,
d. Mengorganisasi dan Mensupervisi penugasan'audit intern.
Untuk dapat melaksanakan penugasan tertentu yang terkait dengan teknis substansi pengawasan tertentu, auditor madya harus memiliki salah satu dari keahlian: Manajemen Risiko atau teknis substansi pengawasan lainnya.

10. Standar Kompetensi Auditor Utama
Auditor utama wajib memiliki kompetensi Auditor Utama agar mampu mengendalikan mutu pelaksanaan audit intern.
Untuk memenuhi kompetensi tersebut, maka Auditor Utama memiliki kemampuan:
a. Menjelaskan konsep/filosofi audit intern yang dapat digunakan dalam penerapan etika perilaku dan dalam praktik pelaksanaan tugas pengawasan,
b. Menelapkan kebijakan audit intern,
c. Menetapkan kebjakan jaminan kualitas audit intern,
d. Membuat penilaian dan keputusan lentang nilai suatu gagasan dan metode dengan menggunakan kriteria tertentu, seperti membuat kritik penilaian, argumentasi dan penafsiran.
Untuk dapat melaksanakan penugasan tertentu yang terkait dengan teknis substansi pengawasan tertentu, auditor utama harus memiliki salah satu dari keahlian: Evaluasi Kebijakan Publik, Kapabilitas APIP, OAIP, atau teknis substansi pengawasan lainnya.

B. STANDAR KOMPETENSI PENGAWAS PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAH DAERAH 
1. Latar Belakang
Sejalan dengan adanya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari dilayani menjadi melayani mengharuskan setiap institusi pemerintah dapat mewujudkan pemerintah yang baik ataupun komponen baik dari tahapan perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi.
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang kemudian disebut PPUPD berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional untuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan concurrent pada instansi daerah.
Tugas jabatan fungsional PPUPD yaitu melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang meliputi review, Monitoring, evaluasi dan pemeriksaan yang terdiri atas:
a. Pelaksanaan manajemen pengawasan
b. Pelaksanaan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah
c. Pengawasan pencapaian standar pelayanan minimal
d. Pengawasan terhadap ketaatan atas norma standar prosedur dan
e. kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah
f. Pengawasan terhadap dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah
g. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa
h. Pemeriksaan khusus
i. Pengawasan wajib dilakukan oleh APIP
Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional maka diperlukan kualifikasi kompetensi PPUPD untuk melaksanakan tugas pengawasan sesuai jenjang jabatannya kualifikasi kompetensi PPUPD tersebut perlu diatur dalam suatu standar kompetensi PPUPD.
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2. Tujuan dan Fungsi Standar
Tujuan standar kompetensi adalah untuk memastikan memperoleh dan mempertahankan kemampuan tertentu yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan tugas sebagai PPUPD yang kompeten profesional, efektif dan efisien. Standar kompetensi berfungsi sebagai dasar dalam pengangkatan penyusunan atau pengembangan program pendidikan, pelatihan dan pengembangan profesionalisme PPUPD, penetapan pola sertifikasi PPUPD, pengembangan karir, penilaian kinerja, pemindahan dan pemberhentian PNS dari dan dalam jabatan fungsional PPUPD.

3. Standar Kompetensi PPUPD
Standar kompetensi jabatan fungsional PPUPD yang selanjutnya disebut standar kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu dalam bidang pengawasan pemerintahan yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan atau keahlian serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan. PPUPD harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatannya. Kompetensi ini meliputi:
a. Kompetensi teknis;
b. Kompetensi manajerial;
c. Kompetensi sosial kultural Standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud di atas meliputi kompetensi ahli pertama, ahli muda dan ahli madya.

4. Standar Kompetensi PPUPD Ahli Pertama
Kompetensi yang harus dimiliki oleh PPUPD jenjang pertama adalah sebagai berikut:
a. Mengidentifikasi fokus dan sasaran dalam rangka penyusunan perencanaan pengawasan tahunan.
b. Mengidentifikasi bahan penyusunan rencana pengawasan tahunan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
c. Mengidentifikasi bahan penyusunan program kerja pengawasan pemerintahan daerah.
d. Mengidentifikasi kebijakan aspek umum penyelenggaraan pemerintahan daerah.
e. Mengidentifikasi penerapan standar pelayanan minimal.
f. Mengidentifikasi penerapan norma standar prosedur dan kriteria.
g. Mengidentifikasi dampak pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.
h. Mengidentifikasi pengelolaan keuangan Desa.
i. Mengidentifikasi pengaduan dalam rangka pemeriksaan kasus klarifikasi pengajuan.
j. Mengidentifikasi dokumen rancangan akhir rencana pembangunan daerah 5 tahunan.
k. Mengidentifikasi rancangan akhir rencana pembangunan daerah tahunan.
l. Mengidentifikasi rancangan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
m. Mengidentifikasi target dan capaian kinerja.
n. Melakukan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan.
o. Melaksanakan Expose laporan hasil pengawasan.
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5. Standar Kompetensi PPUPD Ahli Muda
Kompetensi yang harus dimiliki oleh PPUPD jenjang muda adalah sebagai berikut:
a. Memimpin pengawasan.
b. Melakukan komunikasi pengawasan.
c. Menganalisis fokus dan sasaran dalam rangka penyusunan pengawasan perencanaan pengawasan tahunan.
d. Menyusun rencana pengawasan tahunan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
e. Merencanakan program kerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
f. Mengevaluasi pelaksanaan aspek umum penyelenggaraan pemerintahan daerah.
g. Mengevaluasi standar pelayanan minimal.
h. Mengevaluasi penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria.
i. Mengevaluasi dampak pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.
j. Mengevaluasi pengelolaan keuangan Desa.
k. Mengevaluasi kasus dan pengaduan.
l. Mengevaluasi dokumen rancangan akhir rencana pembangunan daerah 5 tahunan.\
m. Mengevaluasi dokumen rancangan akhir rencana pembangunan daerah tahunan.
n. Mengevaluasi penganggaran daerah tahunan.
o. Mengevaluasi rancangan program penyelenggaraan pemerintahan daerah.
p. Mengevaluasi target dan capaian kinerja. g- Menyusun temuan pengawasan. Tr. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan (TLHP).

6. Standar Kompetensi PPUPD Ahli Madya
Kompetensi yang harus dimiliki oleh PPUPD jenjang madya adalah sebagai berikut:
a. Mensupervisi pengawasan.
b. Mengevaluasi fokus dan sasaran dalam rangka penyusunan pengawasan perencanaan pengawasan tahunan.
c. Memverifikasi rencana pengawasan tahunan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
d. Merumuskan program kerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
e. Merekomendasikan peningkatan penerapan standar pelayanan minimal.
f. Merekomendasikan perbaikan penerapan norma, standar prosedur dan kriteria.
g. Merekomendasikan pelaksanaan urusan pemerintahan.
h. Merekomendasikan peningkatan pengelolaan keuangan Desa.
i. Merekomendasikan hasil perneriksaan khusus klarifikasi pengaduan.
j. Merekomendasikan perbaikan dokumen rancangan akhir rencana pembangunan daerah 5 tahunan.
k. Merekomendasikan perbaikan dokumen rancangan akhir rencana pembangunan daerah tahunan.
l. Merekomendasikan penganggaran daerah tahunan.
m. Merekomendasikan rancangan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
n. Merekomendasikan peningkatan capaian kinerja.
o. Menyusun laporan hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
p. Mengasistensi penerapan manajemen risiko urusan pemerintahan daerah.
q. Mengasistensi pembangunan sistem pencegahan korupsi pelaksanaan urusan.

C. PEMBAGIAN TUGAS AUDITOR DAN PPUPD
	No.
	Tugas Auditor
	Tugas PPUPD
	Kegiatan Bersama

	1
	Reviu LKPD
	Pengawasan penerapan standar pelayanan minimal
	Reviu KUA PPAS dan perubahannya

	2
	Audit pengelolaan belanja dan PBJ
	Pengawasan ketaatan, standar prosedur, kriteria dalam pelaksanaan urusan
	Reviu RKA SKPD dan perubahannya

	3
	Audit Kinerja
	Pengawasan umum kebijakan kabupaten
	Reviu kebutuhan barang milik daerah

	4
	Stok opname kas
	Pemeriksaan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren
	Reviu benturan kepentingan dan pelaksanaan program pengendalian gratifikasi

	5
	Audit penerimaan daerah
	Pengawasan dampak atas pelaksanaan urusan pemerintahan
	Penilaian Mandiri reformasi birokrasi

	6
	Monitoring penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah termasuk PBJ
	Reviu RPJMD, RPJPD, dan Renstra perangkat daerah serta perubahannya
	Penilaian Mandiri zona integritas

	7
	Probity audit
	Reviu RKPD dan perubahannya
	Evaluasi SAKIP dan reviu laporan kinerja

	8
	Reviu SSH, ASB, HSPK
	Reviu rencana kerja perangkat daerah dan perubahannya
	Capaian MCP

	9
	Pengawasan DAK
	Reviu dan evaluasi LPPD
	Reviu kinerja UKPBJ

	10
	Pengawasan penerimaan negara bukan pajak
	Asistensi dan supervisi pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren
	Pengawasan penerimaan CPNS dan PPPK

	11
	Pengawasan tujuan tertentu berindikasi kerugian keuangan daerah
	Monitoring dan evaluasi serta supervisi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah
	Evaluasi penyelenggaraan SPIP

	12
	Perhitungan kerugian keuangan negara
	Pengawasan pelayanan publik
	Evaluasi penerapan manajemen risiko

	13
	Asistensi/supervisi pengelolaan belanja daerah dan PBJ
	Pemberian keterangan ahli terkait urusan pemerintahan daerah
	Pemeriksaan akhir masa jabatan kepala daerah

	14
	Pengawasan P3DN
	Reviu mutasi, rotasi, dan promosi ASN
	Pengawasan atas perencanaan penganggaran responsif gender

	15
	Pemberian keterangan ahli
	Pengawasan tujuan tertentu terkait penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran disiplin ASN
	Pengawasan keuangan Desa dan Pengawasan BUMD

	16
	Penugasan pengawasan lainnya sesuai perintah Inspektur Daerah
	Penugasan pengawasan lainnya sesuai perintah Inspektur Daerah
	Asistensi pelaksanaan LHKPN dan LHKASN
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